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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini berjudul “Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 

Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”, yang ditulis oleh Nela Anjasyati, 

NIM 1322121, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas 

Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek 

Bukittinggi. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan hukum atas status Wakil 

Menteri dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara, khususnya terkait praktik rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN 

yang berpotensi memicu konflik kepentingan. Persoalan ini diputus Mahkamah 

Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. 

 Penelitian bertujuan mengungkap pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi dalam putusan tersebut dan mengkajinya dari perspektif Fiqh 

Siyasah Dusturiyah, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan studi kepustakaan serta analisis deskriptif-kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan Mahkamah Konstitusi memaknai istilah 

"Menteri" dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 turut mencakup Wakil 

Menteri, merujuk Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019. Permohonan 

Pemohon I dikabulkan sebagian karena berdasar konstitusional kuat, 

sedangkan permohonan Pemohon II ditolak karena tidak memenuhi syarat 

legal standing. Putusan ini diharapkan menghadirkan kepastian hukum, 

mencegah konflik kepentingan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang 

baik. Dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, putusan ini sejalan dengan 

prinsip amanah dan kemaslahatan, sesuai kaidah al-maslahah al-'ammah 

muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah dan dar'u al-mafasid muqaddam 

'ala jalb al-masalih, sehingga larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri 

menjadi bentuk penjagaan amanah sekaligus upaya mewujudkan pemerintahan 

yang profesional dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Sebagai negara hukum, setiap perilaku atau keputusan yang diambil oleh 

pejabat atau aparatur negara wajib memiliki landasan hukum yang jelas dan 

tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.1 

 Sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila seluruh aparatur 

yang ada didalamnya selalu bertindak sesuai dan tunduk pada 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan lebih dahulu oleh lembaga yang 

diberi kewenangan untuk membentuk ketentuan-ketentuan itu. Negara yang 

menyatakan dirinya sebagai negara hukum wajib mengakui serta melindungi 

hak-hak asasi warga. Selain itu, negara hukum juga harus menjamin peradilan 

yang mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak 

memihak.2 Konsep negara hukum (rechtsstaat atau rule of law) yang meliputi 

prinsip legalitas, prinsip pemisahan kekuasaan, serta prinsip kekuasaan 

kehakiman yang mandiri, keseluruhan prinsip tersebut bertujuan untuk 

 
 1 Bambang Sugiianto dan Eivii Oktariina, Hukum Tata Neigara, (Deipok: PT Raja Grafiindo 

Peirsada, 2020), 62 

 2 Nii Keitut Sarii Adnyanii, Hukum Tata Neigara Dalam Diinamiika Keitataneigaraan Iindoneisiia, 

(Deipok: PT Raja Grafiindo Peirsada, 2020), 232 
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membatasi atau mengawasi negara dan pemerintah agar tidak bertindak secara 

sewenang-wenang, tirani, atau menyalahgunakan kekuasaan.3 

 Indonesia pada tahun 1945, Negara Indonesia mengadopsi sistem 

pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipilih 

melalui pemilihan umum dan bersifat terpisah dari kekuasaan legislatif. Hal ini 

menciptakan check and balance yang lebih stabil dibandingkan sistem 

pemerintahan parlementer.4 Check and balance merupakan mekanisme 

pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan yang memisahkan 

cabang-cabang kekuasaan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan serta konstitusi oleh salah satu cabang kekuasaan. Oleh 

karena itu, penerapan check and balance sangat penting dalam sistem 

pemerintahan Indonesia.5  

 Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden didampingi oleh menteri-

menteri negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan 

kewenangan Presiden. Pengaturan mengenai kementerian negara Indonesia 

terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Presiden menjalankan 

tugas pemerintahan dengan dibantu oleh para menteri negara. Di samping itu, 

 
 3 Teirubus, Poliitiik Hukum Keiteinagakeirjaan Pasca Reiformasii Deingan Lahiirnya Undang- 

Undang Ciipta Keirja, (Bandung: Iinteileiktual Maniifeis Meidiia, 2025), 71 

 4 Hafiiz Sutriisno dan Fakhry Fiirmanto, Analiisiis Hukum Atas Peinguatan Siisteim Preisiideinsiial 

Meilaluii Reincana Peirubahan Keiliima UUD 1945, Jurnal Uniiveirsiitas Pahlawan,8, no. 1 (2025), 

5 

 5 Kariina Romaliianii, Muhammad Arsad Nasutiion dan Adii Syahputra Siiraiit, Cheick And 

Balancei Dalam Siisteim Peimeiriintahan Iindoneisiia, Jurnal Eil- Thawaliib, 2, no 1, (2021), 2 
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Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan 

memberhentikan menteri sesui dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan. Masing-masing menteri diberikan tanggung jawab untuk 

mengelola bidang urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Sementara itu, ketentuan mengenai pembentukan, perubahan, 

mampu pembubaran kementerian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang 

sebagai wujud penerapan prinsip negara hukum serta untuk menjamin 

kepastian hukum serta untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia.6 

 Menyimak berbagai opini yang berkembang mengenai kedudukan wakil 

Menteri dalam kabinet, berbagai pihak beranggapan bahwa posisi tersebut 

belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagaimana 

pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan Presiden dibantu 

oleh Wakil Menteri.7 

 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

memberikan kewenangan tambahan kepada Presiden untuk mengangkat Wakil 

Menteri. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Wakil Menteri memiliki fungsi 

sebagai pembantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugasnya dan 

bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Ketentuan mengenai 

pengangkatan Wakil Menteri diatur dalam Pasal 10 Undang-undang 

Kementerian Negara yang menyatakan:  

 
 6 Undang-Undang Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 

  7 Rusman, Keidudukan Wakiil Meinteirii Dan Iimpliikasiinya Pada Siisteim Keitataneigaran 

Iindoneisiia, Jurnal Fakultas Hukum Uniiveirsiitas Mataram, (2013), 180  
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 “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 

khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian 

tertentu”.8 

 Wakil Menteri merupakan pejabat karir yang tidak berasal dari kabinet, di 

mana proses pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan 

prerogratif Presiden. Penunjukan Wakil Menteri bertujuan untuk meringankan 

beban tanggung jawab yang semakin besar akibat pelaksanaan tugas negara 

oleh lembaga Kementerian. 

 Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa wakil menteri memiliki beban 

tugas dan tanggung jawab yang cukup berat serta kompleks. Meskipun 

demikian, masih kerap ditemukan fenomena wakil menteri merangkap jabatan 

di berbagai institusi atau organisasi, baik di dalam lingkungan pemerintahan 

maupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun dalam praktiknya, 

keberadaan jabatan wakil menteri mulai menimbulkan kontroversi.9 Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tertanggal 28 Agustus 

2025 merupakan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Permohonan pengujian tersebut diajukan pada 28 Juli 

2025 oleh Victor Santoso Tandiasa yang berprofesi sebagai advokat sebagai 

 
 8 Ahmad Iilham Wiibowo dan Kariina Maharanii Alkhusna, Urgeinsii Peimbatasan Keikuasaan 

Preisiidein Dalam Peingangkatan Wakiil Meinteirii Pasca Reiformasii, Jurnal Hukum IiUS QUAIi 

IiUSTUM, 2, no.1, (2020), 284 

 9 Ii Madei Sanyasa, Tiinjauan Yuriidiis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakiil Meinteirii (Studii 

kasus: Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025), Jurnal Iilmu Hukum, 

Sosiial, dan Humaniiora Uniiveirsiitas Dr. Soeitomo, 4, no.1, (2026), 120-121 
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Pemohon I, serta Didi Supandi yang bekerja sebagai driver mitra Shopee 

sebagai Pemohon II.10 

 Kedua pemohon menyampaikan bahwa hak konstitusional mereka telah 

mengalami kerugian. Pemohon I menilai haknya atas keadilan dan kepastian 

hukum terganggu, termasuk hak untuk mendapatkan pemerintahan yang bebas 

dari praktik korupsi dan nepotisme. Adapun Pemohon II beranggapan bahwa 

hak konstitusionalnya untuk memperoleh jaminan kehidupan yang layak dan 

sejahtera turut terpengaruh.11 

 Menurut para pemohon, adanya Wakil Menteri yang merangkap jabatan 

sebagai komisaris utama atau komisaris pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), 

mengurangi efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance/GCG), meningkatkan risiko terjadinya korupsi serta 

penyalahgunaan kewenangan, dan berdampak pada tidak optimalnya kinerja 

perusahaan. 12 

 Permohon dalam perkara ini bersifat pengujian materil, yakni norma dalam 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. Norma yang diuji adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam ketentuan tersebut bahwa 

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris 

 
 10 Putusan Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 1 
 11 Ii Madei Sanyasa, Tiinjauan Yuriidiis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakiil Meinteirii (Studii 

kasus: Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025), Jurnal Iilmu Hukum, 

Sosiial, dan Humaniiora Uniiveirsiitas Dr. Soeitomo, 4, no. 1, (2026), 121 

 12 Iibiid., 4 
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atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, serta pimpinan organisasi 

yang dibiayai oleh anggaran negara. Akan tetapi, norma tersebut hanya secara 

tegas menyebutkan “Menteri” tanpa memasukkan “Wakil Menteri”. Para 

pemohon menyatakan frasa “Menteri” dalam pasal tersebut dan memohon agar 

mahkamah konstitusi menafsirkan frasa itu mencakup juga wakil menteri. Para 

pemohon berpendapat bahwa jika tidak ditafsirkan demikian, norma tersebut 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Khususnya Pasal 1 ayat 3, 

Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat 1.13 

 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 

Menurut Mahkamah, penjelasan Pemohon tentang kerugian konstitusional 

tidak bersifat spesifik, aktual, maupun potensi yang timbul dari penerapan 

Pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Pemohon sekedar mengemukakan 

kerugian nyata yang dideritanya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak 

menemukan keterkaitan sebab akibat antara keberlakuan Pasal 23 Undang-

Undang 39 tahun 2008 dengan kerugian pemohon yang bersangkutan hak 

konstitusional sesuai Undang-Undang Dasar 1945.14 

 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang 

diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan 

sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon I. Dalam amar putusannya, 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

 
 13 Putusan Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 17-18 

 14 Iibiid., 5 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai bahwa ketentuan larangan 

rangkap jabatan juga berlaku bagi Wakil Menteri. Berdasarkan penafsiran 

tersebut, Wakil Menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai 

pejabat negara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan, komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun 

perusahaan swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang memperoleh 

pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).15 

 Guna menghindari kekosongan hukum serta ketidakpastian dalam 

penerapan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana telah dimaknai oleh 

Mahkamah, terutama terkait frasa “wakil menteri”, Mahkamah memandang 

perlu untuk memberikan masa peralihan (grace period) kepada pemerintah 

agar dapat menyesuaikan ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi 

wakil menteri.16 

 Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji dalam sudut pandang 

hukum positif, namun juga meneliti dengan menggunakan perpektif hukum 

islam yang selaras dengan permasalahan atau disebut dengan fiqh siyasah. 

Dalam fiqh siyasah terdapat bagian yang relevan dengan penelitian ini yang di 

 
 15 Iibiid, hlm. 33 

 16 Ii Madei Sanyasa, Tiinjauan Yuriidiis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakiil Meinteirii (Studii 

kasus: Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025), Jurnal Iilmu Hukum, 

Sosiial, dan Humaniiora Uniiveirsiitas Dr. Soeitomo, 4, no. 1, (2026), 125 
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sebut dengan fiqh siyasah dusturiyah. fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan 

salah satu bagian dari Fiqh Siyasah yang mengkaji persoalan perundang-

undangan dalam suatu negara. Dalam kajian ini dibahas berbagai konsep yang 

berkaitan dengan konstitusi, seperti undang-undang dasar negara serta sejarah 

terbentuknya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Selain itu, 

Siyasah Dusturiyah juga membahas proses legislasi atau cara penyusunan 

undang-undang, serta lembaga-lembaga demokrasi dan prinsip syura yang 

menjadi pilar penting dalam sistem perundang-undangan.17  

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 semakin 

mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the 

guardian of the constitusional) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi 

tersebut tidak hanya mewujudkan melalui kewenangan menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, tetapi juga melalui pemberian penafsiran konstitusional terhadap norma 

hukum agar penyelenggaraan pemerintah tetap berada dalam koridor negara 

hukum. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi 

bertugaas memastikan setiap ketentuan peraturang perundang-undang selaras 

dengan nilai dan prinsip konstitusi, sehingga mampu menciptakan kepastian 

hukum serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang demokrasi, 

efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap Mahkamah Konstitusi tidak 

hanya berfungsi sebagai penyelesaian atas sengketa konstitusional yang 

 
 17 Arya Awatra Meiiizar, Rangkap Jabatan Meinteirii Kabiineit Iindoneisiia Maju Dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Teintang Keimeinteiriian Neigara Peirspeiktiif Siiyasah 

Dusturiiyah, (UIiN Fatmawatii Sukarno Beingkulu, Skriipsii, 2024), 26-27 
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diajukan para pihak, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam pembentukan, 

penafsiran, dan penerapan hukum di Indonesia.18 

 Larangan Rangkap Jabatan bagi Pejabat negara merupakan salah satu 

mekanisme untuk mendukung terwujudnya prinsip good governance, terutama 

dalam mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta 

mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest). Seorang 

pejabat yang menduduki lebih dari satu jabatan berpotensi menghadapi konflik 

kepentingan yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas dalam 

menjalankan kewenangan publik. Oleh karena itu, pembatasan terhadap 

praktik rangkap jabatan menjadi langkah penting dalam menjaga integritas 

penyelenggaraan negara sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pemerintah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memiliki arti 

penting untuk dikaji karena memberikan penegasan mengenai batasan rangkap 

jabatan bagi Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.19 

 Fenomena rangkap jabatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

128/PUU-XXIII/2025 di atas menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih 

lanjut. Atas dasar tersebut, penulis melakukan penelitian yang di tuangkan 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi 

 
 18 Jiimly Asshiiddiiqiiei, Hukum Acara Peingujiian Undang-Undang, (Jakarta: Siinar Grafiika, 

2012), 12-16 

 19 Diianii Kusuma, Ciipta Iindra Leistarii Rachman, Zulpadlii Barus, Salma Nadhiifah Ramadhan 

dan Chaliisha Albanii Rofiik, Iimpleimeintasii Hukum Keidudukan Wakiil Meinteirii Seibagaii 

Peinyeileinggaraan Neigara Teirhadap Larangan Rangkap Jabatan, Siiyasii, Jurnal Triias Poliitiic, 

3, No. 2, (2025), 124-130 
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Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan berikut dapat dirumuskan sesuai dengan masalah yang 

diperoleh dari penulis melalui latar belakang yang telah diberikan yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-

XXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri ? 

2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait larangan rangkap 

jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-

XXIII/2025 ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 

Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. 

b. Menjelaskan Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait 

larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 128/PUU-XXIII/2025. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum Islam dan hukum tata negara serta memperkaya 

referensi keilmuan secara umum. 
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b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

serta menambah pemikiran terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

128/PUU-XXIII/2025 dari perspektif siyāsah dustûriyyah. 

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu  

 Telaah pustaka merupakan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menemukan 

sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan permasalahan 

penelitian, di antaranya: 

 Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Widyningsih Nur 

Chasanah pada tahun 2024 di Institusi Agama Islam Negeri Ponogoro dengan 

judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XVII/2019 dan 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XVII/2020 Tentang Rangkap 

Jabatan Wakil Menteri Perspektif Fiqh Siyasah.” Penelitin ini membahas 

terkait perubahan aturan dan implentasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-

XVIII/2020 dan menggunakan teori Fiqh Siyasah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Widyningsih Nur Chasanah berbeda dengan 

penelitian ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian 

Widyningsih Nur Chasanah fokus pada perubahan aturan dan implentasi dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-XVII/2019 menjadi Putusan 

Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XVIII/2020. Sementara penelitian saya 

berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. 

Perbedaan selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian 
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Widyningsih Nur Chasanah menggunakan teori Fiqh Siyasah. Sementara 

penelitian ini menggunakan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah. Persamaannya 

skripsi Widyningsih Nur Chasanah dengan penelitian ini, memiliki persamaan 

dalam membahas mengenai Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Persamaan 

selanjutnya sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi serta 

sama-sama menggunakan Fiqh Siyasah dalam menganalisis Permasalahan 

Rangkap Jabatan dan sama-sama menggunakan hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan.20 

 Kedua, Jurnal yang disusun oleh I Made Sanyasa pada tahun 2026 di 

Universitas Dr. Soetomo Surabaya dengan judul “Tinjauan Yuridis Atas 

Rangkap Jabatan Pada Wakil Menteri (Studi Kasus Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025).” Penelitian ini membahas terkait 

analisis tinjauan yuridis terhadap larangan rangkap jabatan wakil Menteri 

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. 

 Penelitian yang dilakukan oleh I Made Sanyasa berbeda dengan penelitian 

ini. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian I Made 

Sanyasa fokus pada Tinjauan Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 

dari sisi hukum positif Indonesia. Sementara penelitian saya berfokus pada 

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dari sisi Fiqh Siyasah Dusturiyah. 

Persamaan jurnal I Made Sanyasa dengan penelitian ini, memiliki persamaan 

dalam membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-

 
 20 Wiidyniingsiih Nur Chasanah, Analiisiis Putusan Mahkamah Konstiitusii No. 80/PUU-

XVIiIi/2019 dan Putusan Mahkamah Konstiitusii No. 76/PUU-XVIiIi/2020 Teintang rangkap 

Jabatan Wakiil Meinteirii Peirspeiktiif Fiiqh Siiyasah, (Iinstiitut Agama Iislam Neigeirii Ponogoro, 

Skriipsii, 2024), 10 
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XXIII/2025. Persamaan selanjutnya terletak pada Larangan Rangkap Jabatan 

Menteri dan analisis hukum normatif.21 

 Ketiga, karya ilmiah berupa skripsi yang di susun oleh Khudhari Mu’adz 

Fadhullah pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Larangan 

Rangkap Jabatan Wakil Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 

Tentang Kementerian Negara.” Penelitian ini membahas terkait Larangan 

Rangkap Jabatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara dan menggunakan teori Fiqh Siyasah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Khudhari Mu’adz Fadhullah berbeda dengan 

penelitian ini, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian 

Khudhari Mu’adz Fadhullah fokus pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara. Sementara penelitian ini fokus pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian Khudhari Mu’adz 

Fadhullah menggunakan teori Fikih Siyasah. Sementara penelitian ini 

menggunakan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah. Persamaan Skripsi Khudhari 

Mu’adz Fadhullah dengan penelitian ini, memiliki persamaan dalam 

membahas mengenai Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Persamaan 

 
 21 Ii Madei Sanyasa, Tiinjauan Yuriidiis Atas Rangkap Jabatan Pada Wakiil Meinteirii (Studii 

kasus: Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025), Jurnal Iilmu Hukum, 

Sosiial, dan Humaniiora Uniiveirsiitas Dr. Soeitomo, 4, no.1, (2026), 128 
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selanjutnya penelitian ini dengan skripsi Khudhari Mu’adz Fadhullah sama-

sama menggunakan Persfektif Fiqh Siyasah.22 

 Keempat, karya ilmiah berupa skripsi yang disusun oleh Dini Fajar Hidayat 

pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan 

judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

80/PUU-XVII/2019 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.” 

Penelitian ini membahas terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri 

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dengan 

menggunakan teori Fiqh Siyasah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dini Fajar Hidayat berbeda dengan 

penelitian ini, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian 

Dini Fajar Hidayat fokus pada analisis awal terhadap putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Sementara penelitian ini fokus pada 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Perbedaan 

selanjutnya terletak pada teori penelitian, pada penelitian Dini Fajar Hidayat 

menggunakan teori Fiqh Siyasah. Sementara penelitian ini menggunakan teori 

Fiqh Siyasah Dusturiyah. Persamaan skripsi Dini Fajar Hidayat dengan 

penelitian ini, memiliki persamaan dalam membahas mengenai Larangan 

 
 22 Khudharii Mu’adz Fadhullah, Tiinjauan Fiikiih Siiyasah Teirhadap Larangan Rangkap 

Jabtan Wakiil Meinteirii Beirdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 teintang 

Keimeinteiriian Neigara, Skriipsii (Uniiveirsiitas Iislam Neigeirii Sunan Kaliijaga Yogyakarta, Skriipsii, 

2023), 9-10 
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Rangkap Jabatan Wakil Menteri. Persamaan selanjutnya penelitian ini dengan 

skripsi Dini Fajar Hidayat sama-sama menggunakan Persfektif Fiqh Siyasah.23 

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 

 Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang terdapat dalam 

skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada 

dalam judul skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil 

Menteri Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. Beberapa kata dalam 

judul skripsi ini yang perlu dijelaskan secara rinci untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan atau kesalahpahaman dalam pemahamannya. Kata-kata yang akan 

diuraikan meliputi, antara lain kata analisis, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 128/PUU-XXIII/2025, larangan rangkap jabatan wakil Menteri, fiqh 

Siyasah dusturiyah. 

 Kata pertama, Analisis dalam penelitian ini adalah proses penelaahan dan 

interpretasi terhadap fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang 

relevan. Penelaahan dan interpretasi tersebut didasarkan pada isu atau masalah 

hukum yang telah diajukan guna dicari solusi atau penyelesaiannya dari 

perspektif hukum.24 

 Kata kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, 

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang bersifat final 

 
 23 Diinii Fajar Hiidayah, Analiisiis Fiiqh Siiyasah Teirhadap Putusan Mahkamah Konstiitusii 

Nomor 80/PUU-XVIiIi/2019, (Uniiveirsiitas Iislam Neigeirii Sunan Ampeil Surabaya, Skriipsii, 2021), 

3-8 

 24 Triim Samosiir, Peingeirtiian Analiisiis Hukum Meinurut Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia, 

Reiposiitory Uniiveirsiitas Labuhanbatu, (2025), 11-12 
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dan mengikat dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam 

putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa wakil menteri juga termasuk 

subjek yang dilarang merangkap jabatan. Putusan ini merupakan keputusan 

lembaga peradilan konstitusi yang menguji norma dalam undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Putusan itu menegaskan bahwa 

larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku bagi menteri, melainkan juga 

bagi wakil menteri. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2008 harus diinterpretasikan bahwa menteri dan wakil 

menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris, 

direksi, atau pimpinan organisasi yang dibiayai negara.25 

 Kata ketiga, larangan rangkap jabatan wakil Menteri Situasi di mana 

seseorang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih 

perusahaan, atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang tergabung 

dalam dewan direksi atau komisaris, atau perusahaan tersebut. Jabatan rangkap 

dapat terjadi jika seseorang yang sama menjabat di dua atau beberapa posisi, 

seperti direktur perusahaan atau komisari pada dua atau lebih perusahaan yang 

biasanya memiliki keterkaitan kegiatan usaha atau hubungan afiliasi di antara 

perusahaan-perusahaan itu.26 

 Kata keempat, fiqh Siyasah dusturiyah, Fiqh merupakan pengetahuan 

tentang hukum-hukum syariat yang sesuai dengan syara', yang mempelajari 

perbuatan-perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci berasal dari Al-

 
 25 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 112-115 
 26 Arya Awatra Meiiizar, Rangkap Jabatan Meinteirii Kabiineit Iindoneisiia Maju Dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Teintang Keimeinteiriian Neigara Peirspeiktiif Siiyasah 

Dusturiiyah, (UIiN Fatmawatii Sukarno Beingkulu, Skriipsii, 2024), 21 
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Quran dan Sunnah. Siyasah berasal dari kata "sasa yasusu siyasatan" yang 

berarti mengatur, mengelola, memerintah, atau pemerintahan. Secara bahasa, 

tujuan siyasah adalah mengatur, mengelola, serta menyusun kebijaksanaan 

terhadap hal-hal yang bersifat politis. Siyasah dusturiyah merupakan bagian 

dari fiqh siyasah yang membahas persoalan perundang-undangan negara. Di 

dalamnya juga dibahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga 

demokrasi, dan syura. Lebih luas lagi, siyasah dusturiyah membahas konsep 

negara hukum dalam siyasah, hubungan simbiosis mutualisme antara 

pemerintah dan warga negara, serta hak-hak yang wajib dilindungi.27 

F. Metode Penelitian 

 Untuk mendapatkan data serta penjelasan mengenai Analisis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan 

Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah 

beserta semua aspek yang terkait dengan inti permasalahan dari judul tersebut, 

diperlukan suatu panduan penelitian yang disebut metode penelitian. Metode 

penelitian pada intinya adalah pendekatan ilmiah untuk memperoleh data guna 

mencapai tujuan dan manfaat khusus. Berdasarkan uraian tersebut, ada empat 

elemen kunci yang harus dicermati, yakni pendekatan ilmiah, data, tujuan, serta 

manfaat. Pendekatan ilmiah mengandung makna bahwa proses penelitian 

didasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan, yaitu bersifat rasional, empiris, dan 

sistematis. Rasional berarti pelaksanaan penelitian dilakukan melalui langkah-

 
 27 Alii Akhbar Abaiib Mas Rabbanii Lubiis, Iilmu Hukum Dalam Siimpiil Siiyasah Dusturiiyah, 

(Yogyakarta: Seimeista Aksara, 2019), 11-12 
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langkah yang logis dan dapat dipahami oleh akal manusia. Empiris 

menunjukkan bahwa metode yang dipakai bisa diamati secara langsung oleh 

panca indera, sehingga orang lain pun mampu menyaksikan dan memahami 

prosedur yang diterapkan. Sistematis berarti proses penelitian mengikuti 

tahapan-tahapan yang terstruktur dan logis. Data yang diperoleh dari penelitian 

merupakan data empiris dengan kriteria khusus, yaitu valid. Validitas 

mengindikasikan tingkat kecocokan antara data yang sebenarnya terjadi pada 

objek penelitian dengan data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti.28 

Pemilihan metode penelitian juga menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan 

atau kelengkapan suatu penelitian. Metode-metode yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode normatif dengan 

pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang 

menggali sumber datanya dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan 

objek pembahasan.29 Penelitian hukum normatif (legal research) pada 

umumnya hanya berupa studi dokumen, yaitu memanfaatkan sumber bahan 

hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, 

kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum.30 

Penelitian ini relevan dengan metode hukum normatif karena objek studinya 

adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai 

 
28  Sugiiyono, Meitodei Peineiliitiian Kuantiitatiif Kualiitatiif dan R&D, (Bandung: Alfabeita, 

2013), 2 
29 A Pratama, Meitodei Peineiliitiian, Jawa Tiimur: Jurnal Uiin Syeikh Wasiil Keidiirii, (2023), 58  
30 Muhaiimiin, Meitodei Peineiliitiian Hukum, Mataram, Mataram Uniiveirsiity Preiss, 92020), 45 
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dokumen hukum, serta menekankan analisis norma dan pertimbangan hukum 

para hakim. Di samping itu, penelitian ini menerapkan pendekatan studi 

pustaka (library research), sebab semua data bersumber dari bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, buku, serta jurnal ilmiah tanpa melakukan penelitian lapangan. 

2. Sumber Data 

 Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari pihak yang bersangkutan atau dibutuhkan informasinya. 

Sementara itu, data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 

pihak yang dimaksud. Data merupakan keterangan atau informasi mengenai 

suatu hal, yang bisa berupa pengetahuan, asumsi, atau fakta yang digambarkan 

melalui angka, simbol, kode, dan sebagainya.31 Sumber data primer dan 

sumber data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Dataa Primer 

 Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 sebagai fokus utama penelitian, serta 

peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara. 

b. Sumber Data Sekunder 

 
 31 D Leistarii, Meitodei Peineiliitiian, Jurnal Uniiveirsiitas iislam Triibaktii Liirboyo Keidiirii, Jawa 

Tiimur, (2021), 4 
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 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum, 

jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum tata negara, 

rangkap jabatan, serta fiqh siyasah dusturiyah. Bahan hukum sekunder ini 

dimanfaatkan untuk menyediakan penjelasan tambahan dan memperkuat 

analisis terhadap bahan hukum primer. 

3. Tektik Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka merupakan studi terhadap informasi tertulis tentang hukum 

yang bersumber dari berbagai referensi, dipublikasikan secara umum, dan 

diperlukan dalam penelitian hukum normatif.32 Studi pustaka (library 

research) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri 

berbagai sumber informasi, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta publikasi 

lainnya yang tersedia di perpustakaan atau media terkait. 

b. Literatur merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data 

melalui sumber-sumber pustaka, seperti membaca, mencatat, dan mengolah 

berbagai bahan yang relevan dengan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah, 

studi literatur adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 

berbagai referensi, seperti buku dan majalah, yang berkaitan dengan topik serta 

tujuan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik ini dimanfaatkan untuk 

menggali berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, 

sehingga dapat menjadi landasan dalam menganalisis dan membahas temuan 

penelitian. Studi literatur juga dapat dipahami sebagai proses pencarian 

referensi teoritis yang sesuai dengan isu atau persoalan yang sedang ditelusuri 

 
 32 Muhaiimiin, Meitodei Peineiliitiian Hukum, Mataram, Mataram Uniiveirsiity Preiss, (2020), 65 
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dalam penelitian. Secara umum, studi literatur adalah metode penyelesaian 

masalah melalui penelusuran berbagai sumber tertulis yang telah ada 

sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur juga dikenal secara luas 

sebagai studi pustaka. Dalam suatu penelitian yang akan dilakukan, seorang 

peneliti tentu harus memiliki wawasan luas mengenai objek yang diteliti; jika 

tidak, besar kemungkinan penelitian tersebut akan gagal.33 

G. Sistematika Penelitian 

 Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab utama, di mana setiap bab 

terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan 

penulis dalam melaksanakan penelitian. 

 Bab I, Bab ini menyajikan penjelasan umum mengenai penelitian ini. Secara 

keseluruhan, gambaran umumnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, serta 

sistematika pembahasan. 

 Bab II, bab ini berisi pembahasan gambaran umum Mahkamah Konstitusi 

dan Aturan Jabatan Pejabat Negara Di Indonesia dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan 

Wakil Menteri. 

 Bab III, Bab ini membahasan yang menguraikan landasan teori sebagai 

dasar penelitian. Pada bab ini dibahas konsep Fiqh Siyasah dan fiqh Siyasah 

Dusturiyah. 

 
 33 A Pratama, Meitodei Peineiliitiian, Jurnal Uiin Syeikh Wasiil Keidiirii, Jawa Tiimur, (2023), 60-

61 
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 Bab IV, bab dalam skripsi ini yang membahas secara mendalam rumusan 

masalah penelitian. Pembahasan difokuskan pada pertimbangan hukum 

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan pandangan Fiqh 

Siyasah Dusturiyah terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri. 

 Bab V, bab ini merupakan bab penutup sekaligus bab terakhir dalam 

penulisan skripsi ini. Bab ini memuat rangkuman dari seluruh pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian. 

Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan 

masukan berguna mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-

XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. 
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BAB II 

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ATURAN JABATAN PEJABAT 

NEGARA DI INDONESIA 

A. Mahkamah Konstitusi  

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 

 Mahkamah Koinstitusi adalah bagian dari keikuasaan keihakiman yang 

beirsifat indeipeindeint dalam meinjalankan fungsi peiradilan untuk 

meiwujudkan teigaknya hukum dan keiadilan. Keibeiradaan Mahkamah 

Koinstitusi dimaksudkan untuk meimastikan agar UUD NRI Tahun 1945 

seibagai hukum dasar teirtinggi teitap dihoirmati dan dilaksanakan dalam 

peinyeileinggaraan neigara. Atas fungsi teirseibut, Mahkamah Koinstitusi 

dikeinal seibagai thei guardian oif thei coinstitutioin atau peinjaga koinstitusi.34 

Mahkamah Koinstitusi meirupakan salah satu leimbaga neigara yang meimiliki 

keidudukan peinting dalam sisteim keitataneigaraan Indoineisia, khususnya 

dalam meinjaga teigaknya koinstitusi. Leimbaga ini beirweinang meimeiriksa dan 

meimutus peirkara yang beirkaitan deingan peingujian undang-undang 

teirhadap UUD NRI Tahun 1945 seirta peirkara koinstitusioinal lainnya yang 

meinjadi keiweinangannya. Meilalui keiweinangan teirseibut, Mahkamah 

Koinstitusi beirpeiran meimastikan agar peimbeintukan dan peilaksanaan hukum 

seirta keibijakan neigara teitap seisuai deingan keiteintuan koinstitusi. Seibagai 

leimbaga yang meinjalankan keikuasaan keihakiman seicara indeipeindein, 

 
 34 Deilfiina Gusman dan Yuniita Syofyan, Hukum dan Hak Asasii Manusiia, (Deipok: 

Rajawalii Preis, 2021), 120 
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Mahkamah Koinstitusi meimpunyai peiran strateigis dalam meinjamin 

keipastian hukum, supreimasi koinstitusi, deimoikrasi, dan peirlindungan hak 

koinstitusioinal warga neigara. Oileih seibab itu, peilaksanaan keiweinangannya 

harus dilakukan seicara oibjeiktif, proifeisioinal, dan beirdasarkan hukum yang 

beirlaku. Tugas dan Keiweinangan Mahkamah Koinstitusi dalam meinjalankan 

fungsi koinstitusioinalnya, Mahkamah Koinstitusi meimpunyai seijumlah 

keiweinangan seibagaimana diteintukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan 

peiraturan peirundang-undangan. Keiweinangan teirseibut meiliputi: 

a. Meinguji undang-undang teirhadap UUD NRI Tahun 1945 meilalui 

meikanismei judicial reivieiw apabila teirdapat dugaan bahwa suatu keiteintuan 

undang-undang beirteintangan deingan koinstitusi. 

b. Meimutus seingkeita keiweinangan leimbaga neigara yang keiweinangannya 

dibeirikan oileih UUD NRI Tahun 1945. 

c. Meimutus peimbubaran partai poilitik seisuai deingan keiteintuan hukum 

yang beirlaku. 

d. Meimutus peirseilisihan meingeinai hasil peimilihan umum. 

 Peilaksanaan keiweinangan teirseibut meineimpatkan Mahkamah Koinstitusi 

seibagai salah satu leimbaga peinting dalam meinjaga keiseiimbangan 

keihidupan keitataneigaraan. Meilalui putusannya, Mahkamah Koinstitusi 

diharapkan dapat meimastikan bahwa peinyeileinggaraan neigara teitap 
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beirpeidoiman pada koinstitusi, prinsip neigara hukum, deimoikrasi, seirta 

peirlindungan teirhadap hak-hak koinstitusioinal warga neigara.35 

2. Dasar Hukum Mahkamah Koinstitusi 

 Dasar koinstitusioinal peimbeintukan Mahkamah Koinstitusi dapat 

diteimukan dalam Pasal 24 ayat (2) san Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. 

Pasal 24 ayat (2) meineimpatkan Mahkamah Koinstitusi seibagai salah satu 

Leimbaga yang meinjalankan keikuasaan keihakiman, seimeintara Pasal 24C 

meimbeirikan peingaturan meingeinai keiweinangan yang dimilikinya. 

Peilaksanaan keiweinangan teirseibut meimbutuhkan keiteintuan hukum acara 

seibagai peidoiman dalam meinjalankan proiseis peiradilan. Peingaturan 

meingeinai hukum acara teirseibut keimudian dituangkan dalam Undang-

Undang Mahkamah Koinstitusi dan peiraturan yang diteitapkan oileih 

Mahkamah Koinstitusi.36 

 Peingaturan meingeinai Mahkamah Koinstitusi seilanjutnya diwujudkan 

meilalui Undang-Undang Noimoir 24 Tahun 2003 Teintang Mahkamah 

Koinstitusi. Undang-Undang teirseibut meinjadi landasan yuridis dalam 

meingatur keileimbagaan, tugas, keiweinangan, seirta hukum acara Maahkamah 

Koinstitusi. Seiiring deingan peirkeimbangan keitataneigaraan, UU Noimoir 24 

Taahun 2003 teilah meingalami beibeirapa kali peirubahan dan peirubahan 

teirakhir dilakukan meilalui Undang-Undang Noimoir 7 Tahun 2020.37 

 
 35 Eiceip Nurjamal, Hukum Tata Neigara Iindoneisiia, (Jawa Barat: Eidu Publiisheir, 2020), 

21-22 

 36 Maruarar Siiahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstiitusii Reipubliik Iindoneisiia, (Jakarta: 

Siinar Grafiika, 2011), 42-43 

 37 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003  
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 Di samping UU Mahkamah Koinstitusi, peingaturan meingeinai keidudukan 

dan keiweinangan Mahkamah Koinstitusi juga teirdapat dalam Undang-

Undang Noioir 48 Tahun 2009 Teintang Keikuasaan Keihakiman. Keiteintuan 

teirseibut meineimpatkan Mahkamah Koinstitusi seibagai salah satu Leimbaga 

peilaaksanaan keikuasaan keihakiman yang meinjalankan fungsi peiradilan 

dalam peirkara-peirkara yang meinjadi keiweinangaannya beirdasarkan 

koinstitusi dan peiraturan peirundang-undangan. 38 

 Beirdasarkan uraian teirseibut, dasar hukum Mahkamah koinstitusi teirsusun 

seicara beirtingkat, yaitu UUD NRI Tahun 1945 seibagai landasan koinstitusi, 

UU mahkamah Koinstitusi seibagai dasar peingaturan meingeinai keileimbagaan 

dan hukum acara, seirta UU Keikuasaan Keihakiman seibagai landasan 

peinyeileinggaraan keikuasaan keihakiman. Keiseiluruhan keiteintuan teirseibut 

meinjadi dasar bagi Mahkamah Koinstitusi dalam meilaksanakan 

keiweinangannya, teirmasuk keiweinangan untuk meinguji Undang-Undang 

teirhadap UUD NRI Tahun 1945.39 

3. Seijarah Peirkeimbangan Mahkamah Koinstitusi 

 Seijarah Mahkamah Koinstitusi beirawal dari beirkeimbangnya gagasan 

supreimasi koinstitusi dan peimbatasan keikuasaan neigara. Gagasan teirseibut 

meilahirkan keibutuhan teirhadap meikanismei yang dapat meimastikan bahwa 

seitiap peiraturan dan tindakan peimeirintah tidak beirteintangan deingan 

koinstitusi. Peirkeimbangan peingujian koinstitusioinalitas keimudian 

 
 38 Maruarar Siiahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstiitusii Reipubliik Iindoneisiia, (Jakarta: 

Siinar Grafiika, 2011), 7-8 

 39 Ahmad Fadliil Sumadii, Hukum Acara Mahakamah Konstiitusii Dalam Teiorii Dan 

Praktiik, Jurnal Konstiitusii, 8, No 6, (2011), 849-880 
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dipeingaruhi oileih dua moideil utama, yaitu judicial reivieiw di Ameirika Seirikat 

dan coinstitutioinal coiurt yang beirkeimbang di Eiroipa. 

 Di Ameirika Seirikat, peirkeimbangan teirseibut ditandai deingan peirkara 

Marbury v. Madisoin pada tahun 1803. Meilalui peirkara teirseibut, Mahkamah 

Agung Ameirika Seirikat meineigaskan bahwa koinstitusi meirupakan hukum 

teirtinggi seihingga peiraturan yang beirteintangan deingannya tidak dapat 

dibeirlakukan. Putusan teirseibut keimudian meinjadi dasar beirkeimbangnya 

doiktrin judicial reivieiw, yaitu keiweinangan leimbaga peiradilan untuk meinilai 

keiseisuaian suatu peiraturan deingan koinstitusi. Moideil ini dikeinal seibagai 

moideil deiseintralisasi, kareina keiweinangan peingujian dapat dilakukan oileih 

peingadilan dalam proiseis peinyeileisaian peirkara.40 

 Seimeintara itu, di Eiroipa beirkeimbang peimikiran Hans Keilsein meingeinai 

peimbeintukan leimbaga khusus yang meimiliki keiweinangan meinjaga 

supreimasi koinstitusi. Keilsein meimandang bahwa koinstitusi beirada pada 

tingkat teirtinggi dalam hieirarki noirma hukum seihingga dipeirlukan leimbaga 

khusus untuk meinguji noirma yang beirada di bawahnya. Peimikiran teirseibut 

diwujudkan dalam Koinstitusi Austria Tahun 1920 meilalui peimbeintukan 

Mahkamah Koinstitusi. Moideil ini keimudian dikeinal seibagai moideil 

seintralisasi, kareina keiweinangan peingujian koinstitusioinal dipusatkan pada 

satu leimbaga khusus. Di Indoineisia, gagasan meingeinai peingujian undang-

undang seibeinarnya teilah muncul seijak peirumusan UUD 1945. Dalam 

 
 40 Guasman Tatawu, Hukum Acara Peiradiilan Maahkamah Konsstiitusii, (Jawa Teingah: 

Eiureika Meidiia Aksara, 2026), 2-4 
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sidang BPUPK, Moihammad Yamin meingusulkan agar Balai Agung 

dibeirikan keiweinangan untuk meinguji undang-undang teirhadap Undang-

Undang Dasar. Namun, gagasan teirseibut ditoilak oileih Soieipoimoi yang 

beirpeindapat bahwa sisteim keitataneigaraan Indoineisia tidak meinganut 

peimisahan keikuasaan seicara mutlak dan hakim beilum teipat dibeirikan 

keiweinangan untuk meinguji undang-undang. Akibatnya, UUD 1945 

seibeilum peirubahan tidak meimbeirikan keiweinangan keipada leimbaga 

peiradilan untuk meilakukan coinstitutioinal reivieiw.41 

 Seiteilah keimeirdeikaan, gagasan peingujian koinstitusioinalitas beilum 

beirkeimbang meinjadi suatu meikanismei yang eifeiktif. Pada masa Deimoikrasi 

Teirpimpin dan Oirdei Baru, keikuasaan neigara ceindeirung teirpusat seihingga 

peingawasan teirhadap proiduk leigislasi meilalui meikanismei coinstitutioinal 

reivieiw beilum dapat beirkeimbang seicara oiptimal. Meiskipun Mahkamah 

Agung keimudian meimpeiroileih keiweinangan meilakukan hak uji mateiriil, 

keiweinangan teirseibut teirbatas pada peiraturan yang keidudukannya beirada di 

bawah Undang-Undang dan tidak meincakup peingujian Undang-Undang 

teirhadap UUD 1945. 

 Peirubahan meindasar teirjadi seiteilah Reifoirmasi 1998. Amandeimein UUD 

1945 meimbawa peirubahan teirhadap struktur keitataneigaraan Indoineisia, 

teirmasuk peinguatan prinsip supreimasi koinstitusi, cheicks and balanceis, seirta 

peirlindungan hak koinstitusioinal warga neigara. Salah satu hasil peinting 

peirubahan teirseibut adalah peimbeintukan Mahkamah Koinstitusi seibagai 

 
 41 Iibiid., 5-8 
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leimbaga yang meimiliki keiweinangan meilakukan peingujian undang-undang 

teirhadap UUD NRI Tahun 1945. Deingan deimikian, peimbeintukan 

Mahkamah Koinstitusi meinjadi bagian peinting dari reifoirmasi 

keitataneigaraan Indoineisia dalam meimpeirkuat neigara hukum dan 

meimastikan agar peinyeileinggaraan keikuasaan neigara teitap beirada dalam 

batas-batas koinstitusi.42 

4. Keiweinangan Mahkamah Koinstitusi 

 Keikuasaan keihakiman meirupakan keikuasaan yang meirdeika dalam 

meinyeileinggarakan peiradilan untuk meineigakkan hukum dan keiadilan. 

Seiteilah peirubahan UUD NRI Tahun 1945, keikuasaan keihakiman 

dilaksanakan oileih Mahkamah Agung beiseirta badan peiradilan yang beirada 

di bawahnya dan Mahkamah Koinstitusi. Deingan deimikian, teirdapat dua 

leimbaga yang meinjalankan keikuasaan keihakiman pada tingkat nasioinal, 

yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Koinstitusi, yang masing-masing 

meimiliki keiweinangan beirdasarkan keiteintuan koinstitusi. Mahkamah Agung 

meirupakan peingadilan teirtinggi dalam lingkungan peiradilan yang beirada di 

bawahnya. Beirdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, 

Mahkamah Agung meimpunyai keiweinangan meingadili pada tingkat kasasi, 

meinguji peiraturan peirundang-undangan di bawah undang-undang teirhadap 

undang-undang, seirta meinjalankan keiweinangan lain yang dibeirikan oileih 

undang-undang. Keiweinangan teirseibut meinunjukkan bahwa peingujian yang 

 
 42 Rustam, Taat Marliina, dan Duwii Handoko, Seijarah Peimbeintukan Dan Keiweinangan 

Mahkamah Konstiitusii Dalam Siisteim Keitataneigaraan Iindoneisiia, Jurnal Diimeinsii, 11, No 2, 

(2022), 278-279 
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dilakukan Mahkamah Agung beirada pada tingkat peiraturan di bawah 

undang-undang.43 

 Adapun Mahkamah Koinstitusi meirupakan salah satu peilaku keikuasaan 

keihakiman yang meimiliki keiweinangan di bidang peiradilan koinstitusioinal. 

Beirdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah 

Koinstitusi beirweinang meinguji undang-undang teirhadap UUD NRI Tahun 

1945, meimutus seingkeita keiweinangan leimbaga neigara yang 

keiweinangannya dibeirikan oileih UUD, meimutus peimbubaran partai poilitik, 

seirta meimutus peirseilisihan meingeinai hasil peimilihan umum. Seilain 

keiweinangan teirseibut, Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

meimbeirikan keiwajiban keipada Mahkamah Koinstitusi untuk meimutus 

peindapat DPR meingeinai dugaan peilanggaran oileih Preisidein dan/atau Wakil 

Preisidein meinurut UUD. Peirbeidaan keiweinangan antara Mahkamah Agung 

dan Mahkamah Koinstitusi meinunjukkan adanya peimbagian keiweinangan 

dalam peilaksanaan keikuasaan keihakiman. Mahkamah Agung beirweinang 

meinguji peiraturan yang beirada di bawah undang-undang, seidangkan 

Mahkamah Koinstitusi beirweinang meinguji undang-undang teirhadap UUD 

NRI Tahun 1945.44  

 Mahkamah Koinstitusi meimiliki keiweinangan untuk meimeiriksa dan 

meimutus peirkara Noimoir 128/PUU-XXIII/2025 beirdasarkan keiteintuan 

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut 

 
 43 Achmad Eidii Subiiyanto, Meindeisaiin Keiweinangan Keikuasaan Keihakiiman Seiteilah 

Peirubahan UUD 1945, Jurnal Konstiitusii, 9, No. 4, (2012), 665-670 

 44 Maruarar Siiahaan, Iinteigriitas Konstiitusii Keiweinangan Judiiciial Reiviieiw Mahkamah 

Konstiitusii Dan Mahkamah Agung, Jurnal Konstiitusii, 17, No. 4, (2020), 729-752 
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selanjutnya diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menegaskan 

kewenangan Mahkamah dalam melakukan pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengujian 

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 

Negara Terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 128/PUU-

XXIII/2025 merupakan perkara yang termasuk dalam kewenangan 

Mahkamah Konstitusi.45 Dasar kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam 

Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasan Kehakiman yang menyatakan: 

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. 

2. Memutuskan sengketa kewenangan Lembaga Negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Memutuskan pembubaran partai politik.46 

4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

5. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. 

 Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-

undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang 

 
 45 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 34 

 46 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 2 
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 teintang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(selanjutnya disebut UU PPP), yang menyatakan: “Dalam hal suatu 

Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan Oleh 

Mahkamah Konstitusi”. 

 Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian 

Undang-Undang teirhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata 

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.47 Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia (MK) meirupakan lembaga peiradilan 

konstitusi yang keberadaannya diatur melalui amandemen ketiga UUD NRI 

Tahun 1945 pada tahun 2001, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: 

 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." 

 Selanjutnya, dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 

Undang-Undang Menyatakan: "Mahkamah Koinstitusi merupakan salah 

 
47 Iibiid., hlm. 3 
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satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan".48 

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) menjalankan empat 

kewenangan yang diberikan secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945 

sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) menyatakan: "Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengkita kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum".49  

 Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi 

menghasilkan putusan melalui pelaksanaan kewenangannya dalam menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 24C 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 

dengan putusan yang bersifat final. Konsekuensi dari sifat final tersebut 

adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan 

hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak 

 
 48 Iibnu Siina Chandraneigara, Hukum Acara Mahkamah Konstiitusii, (Jakarta Tiimur, Siinar 

Grafiika, 2021), 23-24 

 49 Iibiid. 25-26  
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dapat diajukan upaya hukum lain. Di samping itu, putusan Mahkamah 

Konstitusi memiliki daya mengikat (binding force), sehingga 

keberlakuannya wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan 

norma hukum yang telah diputuskan.50 

 Karakteristik utama putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifatnya 

yang final dan mengikat, yang membedakannya dari putusan lembaga 

peradilan lainnya. Sifat final menunjukkan bahwa putusan tersebut 

dijatuhkan pada tingkat pertama dan sekaligus merupakan putusan tingkat 

terakhir, sehingga terhadapnya tidak tersedia upaya hukum lanjutan seperti 

banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Adapun sifat mengikat berarti 

bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi 

tidak hanya berlaku bagi para pihak yang meingajukan perkara, tetapi juga 

mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, serta pembentuk undang-

undang karena memiliki daya berlaku umum (erga omnes). Dengan 

demikian, setiap norma undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

melalui putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan.51  

 
 50 Anna Triiniingsiih, Oly Viiana Agustiinei, Putusan Mahkamah Konstiitusii Yang Meimuat 

Keiadiilan Sosiial Dalam Peingujiian Undang-Undang, Jurnal Konstiitusii, Vol. 16, No. 4, 

(2019), 840 

 51 Antonii Putra, Siifat Fiinal dan meingiikat Putusan mahkamah Konstiitusii dalam 

Peingujiian Undang-Undang, Jurnal Yudiisiial, Vol.14, No. 3, (2021), 308 



35 
 

 
 

 Mahkamah Konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai the guardian of 

the Constitution atau penjaga konstitusi. Sebagai lembaga yang mengemban 

fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan bahwa 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap 

menjadi landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Peran 

tersebut diwujudkan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

sehingga setiap ketentuan yang terbukti bertentangan dengan konstitusi 

dapat dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan 

kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan 

supremasi konstitusi, memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

konstitusional warga negara, serta menjamin agar setiap kebijakan dan 

tindakan penyelenggara negara tetap sejalan dengan ketentuan konstitusi.52 

 Di samping berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the 

Constitution), Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan sebagai the 

final interpreter of the Constitution, yaitu lembaga yang berwenang 

memberikan penafsiran akhir terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kewenangan tersebut diwujudkan melalui putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi yang memberikan makna konstitusional terhadap norma-norma 

yang menjadi objek pengujian, sehingga dapat dijadikan acuan oleh 

 
 52 Iibiid., 291-296 
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pembentuk undang-undang, pemerintah, maupun lembaga negara lainnya 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan konstitusi. 

 Penafsiran konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi 

memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum tata 

negara di Indonesia. Hal ini disebabkan karena putusan Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum dan 

menyelesaikan persoalan konstitusional, tetapi juga berfungsi mengisi 

kekosongan hukum serta memastikan agar setiap peraturan perundang-

undangan tetap sejalan deingan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata 

menjadi sarana penyelesaian sengketa konstitusi, melainkan juga 

berkontribusi dalam pembentukan dan pengembangan hukum tata negara di 

Indonesia.53 

 Berkaitan dengan penelitian ini, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the 

guardian of the Constitution tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah 

Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

dengan menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku 

bagi Menteri, tetapi juga terhadap Wakil Menteri. Penafsiran tersebut 

 
53 M. Agus Maududii, Manyoal Keikuatan Eikseikutoriial Putusan Fiinal dan Meingiikat 

Mahkamah Konstiitusii, Jurnal Konstiitusii, Vol.16, No.4, (2019), 663-668 
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bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik 

kepentingan, meningkatkan profesionalitas penyelenggara negara, serta 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh 

karena itu, putusan tersebut menjadi landasan penting dalam penelitian ini 

untuk dianalisis lebih lanjut berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah 

Dusturiyah. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/-XXIII/2025 memiliki 

relevansi yang signifikan dalam penelitian ini karena memuat penafsiran 

konstitusional mengenai larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. 

Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka 

ketentuan yang terdapat di dalamnya menjadi acuan hukum bagi pemerintah 

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Atas dasar tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan berdasarkan fiqh 

siyasah dusturiyah guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip 

amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penyelenggaraan 

negara.54 

B. Aturan Jabatan Pejabat Negara 

 Jabatan adalah kedudukan yang terdapat dalam struktur organisasi 

pemerintahan yang diduduki oleh seseorang aparatur sipil negara. Setiap 

jabatan memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan yang 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

 
 54 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 34-40 
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penyelenggaraan pemerintahan.55 Rangkap Jabatan merupakan keadaan 

ketika seseorang memegang lebih dari satu posisi atau jabatan secara 

bersamaan, baik dalam suatu organisasi maupun dalam lingkungan 

pemerintahan.56  

 Praktik rangkap jabatan di Indonesia, terutama ketika aparat penegak 

hukum juga menduduki posisi sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik 

Neigara (BUMN), dinilai tidak sejalan dengan prinsip Good Corporate 

Governance. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan 

wewenang serta konflik kepentingan karena seorang pejabat publik harus 

menjalankan tanggung jawab kepada dua lembaga yang memiliki 

kepentingan dan fungsi yang berbeda. Selain itu, ketidaksinkronan dalam 

pengaturan perundang-undangan turut menjadi faktor yang menyebabkan 

praktik rangkap jabatan masih dapat terjadi, meskipun pada dasarnya 

terdapat ketentuan yang membatasi bahkan melarang seseorang menduduki 

lebih dari satu jabatan secara bersamaan.57  

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

mengatur kewajiban dasar yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara 

 
 55 Arya Awatra, Rangkap Jabatan Meinteirii Kabiineit Iindoneisiia Maju Dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2008 Teintang Keimeinteiriian Neigara Peirspeiktiif siiyasah 

dusturiiyah, Uiin Fatmawatii Sukarno Beingkulu, (2024), 21  

 56 Alfiian Marfuatus Sholiichah dan Roziiana Aiinul Hiidayat, Analiisiis Dampak Rangkap 

Jabatan Teirhadap Eifeiktiifiitas Keirja Dii PT.YYY., Jurnal Fakultas Eikonomii dan Biisniis, 

Uniiveirsiitas Muhammadiiyah Greisiik, vol.1, No.1, (2023), 208 

 57 Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariieil Badrul Fallah, Viictoriina Puspiita 

Iindranarwatii, Yohaneis Aseip Biintang Kosasiih, Analiisiis Reigulasii Larangan Rangkap 

Jabatan Dalam Peimeiriintahan Iindoneisiia Seibagaii Dukungan Peineirapan Good Corporatei 

Goveirnancei, Jurnal Iilmiiah Wahana Peindiidiikan, (2024), 67 
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negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa aparatur negara wajib 

menjalankan tugas secara jujur, menaati peraturan perundang-undangan, 

serta tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip responsibility 

(tanggung jawab) dalam Good Corporate Governance (GCG), karena 

mendorong terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketentuan hukum, baik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan badan usaha. 

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, khususnya Pasal 43 ayat (1), mengatur mengenai keadaan 

yang dapat menimbulkan knflik kepentingan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Salah satu bentuk konflik kepentingan tersebut adalah adanya 

kepentingan pribadi atau kepentingan bisnis yang dapat memengaruhi 

objektivitas pejabat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, aparatur 

negara tidak diperkenankan terlibat secara langsung dalam aktivitas bisnis 

yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. 

 Larangan rangkap jabatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 teintang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan 

bahwa penyelenggara pelayanan publik tidak diperbolehkan merangkap 

sebagai komisaris maupun pengurus perusahaan atau badan usaha. 

Ketentuan tersebut selaras dengan prinsip independence (kemandirian) 

dalam GCG yang menuntut agar suatu perusahaan dikelola secara 

profesional tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Apabila penyelenggara 

pelayanan publik menduduki jabatan dalam suatu perusahaan, 
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dikhawatirkan akan muncul dominasi pemerintah terhadap pengelolaan 

perusahaan sehingga dapat mengurangi kepercayaan para pemangku 

kepentingan. Dengan demikian, regulasi ini memberikan batasan yang jelas 

antara fungsi pelayanan publik dan kegiatan usaha.58 

 Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai larangan 

rangkap jabatan bagi pejabat yang menduduki jabatan wakil, seperti Wakil 

Menteri, Wakil Kepala Daerah, dan Wakil Presiden, telah diatur dalam 

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut 

bertujuan untuk menjaga profesionalitas, mencegah konflik kepentingan, 

serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan 

berintegritas. Larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri merupakan 

bagian dari pengaturan hukum tata negara yang berkembang melalui 

penafsiran konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara.  

 Penegasan mengenai ketentuan tersebut dituangkan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan 

bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri juga berlaku 

bagi Wakil Menteri. Dengan demikian, seorang Wakil Menteri tidak 

diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, anggota 

direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha Milik Neigara (BUMN) 

maupun perusahaan swasta, serta pimpinan organisasi yang sumber 

 
 58 Iibiid, hlm. 71-73 
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pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).59 

 Larangan rangkap jabatan merupakan salah satu bentuk pengaturan 

hukum yang dirancang untuk menjamin profesionalitas penyelenggara 

negara sekaligus mendukung terwujudnya prinsip tata kelola peimeirintahan 

yang baik (good governance). Dalam menjalankan tugasnya, setiap pejabat 

publik dituntut untuk bersikap independen, objektif, serta mengutamakan 

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan 

institusi tertentu. Apabila seorang pejabat menduduki lebih dari satu jabatan 

yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda, maka keadaan tersebut 

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) yang 

dapat memengaruhi independensi serta kualitas pengambilan keputusan. 

Kondisi demikian juga berisiko mengurangi efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga negara. Oleh karena itu, berbagai kajian hukum menegaskan bahwa 

pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan merupakan instrumen 

penting dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan profesionalitas 

penyelenggara negara.60 

 Dalam penyelenggaraan pemerintahan, penerapan larangan rangkap 

jabatan bagi Wakil Menteri memiliki kedudukan yang penting mengingat 

Wakil Menteri merupakan pejabat negara yang bertugas membantu Menteri 

 
 59 Putusan Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 51-52 

60 Romadhan Lubiis, Meinteirii Rangkap Jabatan Dalam Siisteim Keitataneigaraan Iindoneisiia 

Diitiinjau Beirdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Teintang Keimeinteiriian Neigara 

Iindoneisiia, Journal of Juriidiischei Analysei, 2, No. 2, (2013), 100-113 
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dalam melaksanakan urusan pemerintahan di kementerian. Posisi tersebut 

mengharuskan Wakil Menteri mencurahkan perhatian dan tanggung jawab 

secara penuh terhadap pelaksanaan tugas serta kewenangan yang 

diembannya, sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain yang timbul 

akibat memegang jabatan tambahan, baik sebagai komisaris perusahaan 

maupun pengurus organisasi. Dengan demikian, pengaturan mengenai 

larangan rangkap jabatan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai 

pembatasan administratif, melainkan juga sebagai instrumen hukum untuk 

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, 

efektif, dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. Pengaturan 

tersebut sejalan dengan perkembangan hukum tata negara yang 

menempatkan larangan rangkap jabatan sebagai salah satu upaya 

memperkuat prinsip negara hukum sekaligus mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance).61 

 Dalam perspektif politik hukum, pembaruan hukum tidak hanya 

berkaitan dengan perubahan substansi peraturan, tetapi juga mencakup 

pembenahan struktur kelembagaan dan kultur birokrasi. Restrukturisasi 

birokrasi dapat dilakukan melalui pembenahan kelembagaan, prosedur, 

kultur, dan etika birokrasi guna mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan efektif.62 Dalam konteks tersebut, 

 
 61 Ciipta Iindra Leistarii Rachman, Iimpleimeintasii Hukum Keidudukan Wakiil Meinteirii Seibagaii 

Peinyeileinggaraan Neigara Teirhadap Larangan Rangkap Jabatan, Jurnal Triias Poliitiica, 3, 

No.2, (2025), 124-128 

 62 Putrii Alvaniita, Peimbubaran Leimbaga Neigara Non Struktural Dalam Peiraturan 

Preisiidein No. 112 Tahun 2020 Peirspeiktiif Reistrukturiisasii Biirokrasii, Jurnal Of Iindoneisiia Law, 

3, No. 1, (2022), 41-44 
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penataan terhadap rangkap jabatan Wakil Menteri dapat dipandang sebagai 

salah satu upaya memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab pejabat 

publik agar pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat dilakukan secara lebih 

terarah. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 

menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan Wakil Menteri berkaitan 

dengan kebutuhan agar Wakil Menteri dapat fokus terhadap beban kerja 

khusus yang menjadi dasar pengangkatannya. Mahkamah juga 

mempertimbangkan bahwa jabatan komisaris membutuhkan konsentrasi 

waktu, sedangkan larangan rangkap jabatan berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara yang bersih, pencegahan konflik kepentingan, dan 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, 

larangan rangkap jabatan tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga 

berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan tugas dan integritas 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 Dari sisi administratif, pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut memerlukan penyesuaian oleh pemerintah. Mahkamah 

memberikan masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak putusan 

diucapkan untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam 

penerapan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri. Dalam masa tersebut, 

pemerintah diberikan waktu untuk melakukan penggantian terhadap jabatan 

yang masih dirangkap dengan orang yang memiliki keahlian dan 
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profesionalitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.63 

Lebih lanjut, pengaturan mengenai rangkap jabatan perlu disertai 

mekanisme penegakan yang jelas agar larangan tersebut tidak berhenti pada 

tataran normatif. Menurut penulis, kejelasan mengenai bentuk pelanggaran, 

mekanisme pengawasan, dan konsekuensi hukum diperlukan untuk 

memberikan kepastian dalam pelaksanaan norma. Hal tersebut sejalan 

dengan prinsip penyelenggaraan negara yang menempatkan kepastian 

hukum, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai bagian dari asas umum 

penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan Wakil 

Menteri dapat dipahami bukan semata-mata sebagai pembatasan terhadap 

pejabat negara, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga fokus 

pelaksanaan tugas, mencegah konflik kepentingan, dan memperkuat tata 

kelola pemerintahan yang baik.64 

 
 63 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 46-49 

 64 Ciipta Iindra Leistarii Rachman, Iimpleimeintasii Hukum Keidudukan Wakiil Meinteirii Seibagaii 

Peinyeileinggaraan Neigara Teirhadap Larangan Rangkap Jabatan, Jurnal Triias Poliitiica, 3, No.2, 

(2025), 132 
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BAB III 

KOiNSEiP FIQH SIYASAH DUSTURIYAH 

A. Fiqh Siyasah 

1. Peingeirtian Fiqh Siyasah 

 Istilah fiqh seicara eitimoiloigis beirasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan, 

yang beirmakna meimahami suatu peirsoialan seicara meindalam. Peingeirtian 

teirseibut meinunjukkan bahwa fiqh tidak hanya beirarti meingeitahui seisuatu 

seicara umum, teitapi juga meimahami hakikat dan makna yang teirdapat di 

dalamnya. Dalam peinggunaannya, kata faqaha dalam Al-Qur’an diseibut 

seibanyak 20 kali, dan seibagian beisar peinggunaannya beirkaitan deingan 

makna peimahaman atau peingeitahuan yang meindalam teirhadap suatu 

peirkara. Beirbeida deingan peingeitahuan yang beirsifat pasti (qath‘i), fiqh 

beirkaitan deingan peimahaman hukum yang beirsifat dugaan kuat (zhanni) 

seibagai hasil dari proiseis peinggalian dan peinalaran teirhadap sumbeir-sumbeir 

hukum Islam. Seicara teirminoiloigis, fiqh keimudian dipahami seibagai ilmu 

yang meimbahas hukum-hukum syariat yang beirkaitan deingan peirbuatan 

manusia beirdasarkan dalil-dalil yang teirpeirinci.65 Meinurut istilah fiqh 

adalah: 

التفصيلية ادلتها  من المستنبطة  العملية الشرعية بالأحكام العلم  

 “Ilmu atau peimahaman teintang hukum-hukum syariat yang beirsifat 

amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).”66 

 
 65 Muhammad Iiqbal, Fiiqh Siiyasah Konteikstualiisasii Doktriin Poliitiik Iislam, (Jakarta: 

Keincana, 2014), 2 

 66 Banii Sariif Maula, Fiikiih Siiyasah Konteimpoteir Peirspeiktiif, Teiorii, Dan Praktiik, 

(Beingkulu: CV. Pustaka Garuda, 2026), 19  
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 Beirdasarkan peingeirtiannya, fiqh meirupakan hasil ijtihad para ulama 

dalam meimahami dan meirumuskan keiteintuan hukum syariat agar dapat 

diteirapkan dalam keihidupan umat Islam. Oileih kareina beirasal dari proiseis 

ijtihad, fiqh tidak seilalu beirsifat teitap. Peimahaman teirhadap hukum syariat 

dapat meingalami peirkeimbangan seiiring deingan peirubahan koindisi, 

keibutuhan, dan peirsoialan yang dihadapi manusia. 

 Peimbahasan fiqh meincakup beirbagai bidang keihidupan. Seilain meingatur 

hubungan manusia deingan Allah Swt. meilalui aspeik ibadah, fiqh juga 

meingatur hubungan antarmanusia dalam bidang muamalah. Kajian teirseibut 

meiliputi beirbagai peirsoialan, seipeirti hukum pidana (jinayah), peirkawinan 

(munakahat), keiwarisan (mawarits), hukum acara (murafa'at), poilitik dan 

keitataneigaraan (siyasah), seirta hubungan inteirnasioinal (al-ahkam al-

dauliyah). Salah satu bagian yang beirkaitan deingan keihidupan beirneigara 

adalah fiqh siyasah.67 

 Seicara eitimoiloigis, kata siyasah beirasal dari kata sasa yasusu siyasatan, 

yang meimiliki arti meingatur, meingeiloila, meimimpin, meimeirintah, seirta 

meineitapkan keibijakan. Beirdasarkan peingeirtian teirseibut, siyasah meimiliki 

keiteirkaitan deingan beirbagai aktivitas dalam peinyeileinggaraan 

peimeirintahan, seipeirti proiseis peingambilan keiputusan, peirumusan keibijakan, 

peingeiloilaan urusan masyarakat, peingawasan, seirta beirbagai beintuk 

peingaturan lainnya. Seicara teirminoiloigis, Ibn ‘Aqil seibagaimana dikutip 

 
 67 Muhammad Iiqbal, Fiiqh Siiyasah Konteikstualiisasii Doktriin Poliitiik Iislam, (Jakarta: 

Keincana, 2014), 3 



47 
 

 
 

Muhammad Syakur meinjeilaskan bahwa siyasah meincakup seitiap tindakan 

yang diarahkan untuk meindeikatkan manusia keipada keimaslahatan dan 

meinjauhkannya dari keimafsadatan, meiskipun tindakan teirseibut tidak seicara 

khusus diteitapkan oileih Rasulullah ataupun diseibutkan seicara langsung 

dalam wahyu.68 

 Makna keibahasaan teirseibut meinunjukkan bahwa siyasah beirkaitan 

deingan proiseis peingeiloilaan urusan masyarakat meilalui keibijakan yang 

beirtujuan meinciptakan keiteiraturan dan keimaslahatan. Oileih kareina itu, fiqh 

siyasah dapat dipahami seibagai cabang hukum Islam yang meingkaji 

prinsip-prinsip peingaturan keihidupan beirneigara beirdasarkan nilai-nilai 

syariat deimi meiwujudkan keiseijahteiraan dan keimaslahatan masyarakat. 

Dalam meingeimbangkan fiqh siyasah, para ulama mujtahid meilakukan 

ijtihad deingan meinggali hukum dari sumbeir-sumbeir utama Islam, yaitu Al-

Qur'an dan Sunnah, seirta meitoidei istinbat lainnya yang diakui. Kareina 

meirupakan hasil peimikiran manusia, koinseip-koinseip dalam fiqh siyasah 

beirsifat dinamis, dapat beirkeimbang meingikuti peirubahan zaman, dan 

teirbuka teirhadap peirbeidaan peindapat di kalangan para ulama.69 

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah 

 Fiqh siyasah meirupakan salah satu cabang kajian hukum Islam yang 

meimbahas peirsoialan peingeiloilaan keihidupan masyarakat, peimeirintahan, 

 
 68 Riizeim Aiiziid, Peingantar Fiilsafat Poliitiik Iislam, (Yogyakarta: IiRCiiSoD, 2026), 47 

 69 Klara Trii Ortata, Kriistiin Pasariibu, Siinvanii Diinda, Br Siiteipu, Yusuf Assiidiiqii 

Ramadhan, dan Aldriis Mulya Putra, Tiinjauan Fiiqh Siiyasah Teirhadap Peiran Peimiimpiin 

Peireimpuan Dalam Siisteim Keitataneigaraan Dii Keicamatan Meidan Teimbung, Jurnal Of 

Iislamiic Studiieis, 2, No.1, (2024), 263 
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dan neigara. Oileih seibab itu, landasan fiqh siyasah beirsumbeir dari ajaran 

Islam yang meinjadi peidoiman dalam meingatur keihidupan manusia. Sumbeir 

teirseibut meiliputi Al-Qur’an dan Sunnah, seirta hasil ijtihad yang teitap 

beirpeidoiman pada prinsip-prinsip syariat. Adapun beibeirapa dasar yang 

meinjadi landasan fiqh siyasah dapat dijeilaskan seibagai beirikut: 

a. Al-Qur’an 

 Al-Qur’an meinjadi sumbeir poikoik dalam hukum Islam seikaligus 

peidoiman dalam meingatur beirbagai peirsoialan keihidupan manusia. Dalam 

kointeiks fiqh siyasah, Al-Qur’an meimbeirikan landasan meingeinai beirbagai 

peirsoialan yang beirkaitan deingan keipeimimpinan, peimeirintahan, keiadilan, 

seirta hubungan antara peimimpin dan masyarakat.70 Siyasah meimbahas 

peineirapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam peinyeileinggaraan keihidupan 

masyarakat dan neigara, seihingga cakupannya tidak teirbatas pada peirsoialan 

individu. Kajian ini juga beirkaitan deingan peimikiran poilitik Islam meingeinai 

beintuk peimeirintahan yang seisuai deingan nilai-nilai Islam seirta prinsip-

prinsip yang harus diteirapkan dalam meingeiloila neigara. Landasan 

peimbahasannya dapat diteimukan dalam seijumlah ayat Al-Qur’an yang 

beirkaitan deingan keipeimimpinan, keitaatan, dan peinyeileinggaraan 

peimeirintahan. Salah satu ayat yang reileivan adalah Surah An-Nisa ayat 59, 

yang meimbeirikan peitunjuk meingeinai keiwajiban meinaati Allah, Rasul, dan 

ulil amri: 

 
 70 Auliia Rahma Utamii, Tiinjauan Fiiqh Siiyasah Teirhadap Iimpleimeintasii Pasal 32 

Peiraturan Daeirah Kabupatein Ogan Komariing Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Teintang 

Peimbeirdayaan Peireimpuan Dan Peirliindungan Anak, (Lampung: Fakultas Syariiah 

Uniiveirsiitas Iislam Neigeirii Radein Iintan, Skriipsii, 2024), 25 
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يَ ُّهَا شَيْء   فِْ  تَ نَازَعْتُمْ  فاَِنْ  مِنْكُمْ   الْْمَْرِ  وَاوُلِ  الرَّسُوْلَ  وَاطَِي ْعُوا اللَّٓ  اطَِي ْعُوا آمَنُ واْا  الَّذِيْنَ  يٰآ  

تُمْ  اِنْ  وَالرَّسُوْلِ  اللِّٓ  اِلَ  فَ رُدُّوْهُ  وَّاَحْسَنُ  خَيْر  ذٓلِكَ  الْْٓخِرِ   وَالْيَ وْمِ  بِاللِّٓ  تُ ؤْمِنُ وْنَ  كُن ْ  

۝٥٩ ࣖتََْوِيْلً   

 "Wahai oirang-oirang yang beiriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-

Nya seirta ulil amri (peimimpin) di antara kamu. Jika kamu beirseilisih teintang 

suatu peirkara, maka keimbalikanlah keipada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu 

beinar-beinar beiriman keipada Allah dan Hari Akhir. Yang deimikian itu leibih 

baik dan leibih baik akibatnya.”71 

 Ayat ini meineigaskan peintingnya keitaatan teirhadap peimimpin (ulil amri), 

yang dalam kointeiks fiqh siyasah diartikan seibagai keiwajiban umat Islam 

untuk meindeingarkan dan meingikuti keibijakan peimimpin seilama keibijakan 

teirseibut tidak beirteintangan deingan hukum Allah dan Rasul-Nya.72 

b. Sunnah Nabi Muhammad Saw. 

 Seilain Al-Qur’an, Sunnah Nabi Muhammad Saw. meinjadi salah satu 

sumbeir peinting dalam fiqh siyasah kareina meimbeirikan peinjeilasan 

meingeinai peineirapan nilai-nilai Islam dalam keihidupan beirmasyarakat dan 

peimeirintahan. Sunnah meimuat beirbagai teiladan yang beirkaitan deingan 

keipeimimpinan, keiadilan, musyawarah, seirta hubungan antara peimimpin 

dan masyarakat. Keihidupan peimeirintahan Nabi Muhammad Saw. di 

Madinah dapat dijadikan salah satu cointoih dalam meimahami praktik poilitik 

dan peimeirintahan dalam Islam. Dalam meinjalankan keipeimimpinannya, 

 
 71  Al- Qur’an, An-Niisa: 59 

 72 Darliiana, Hamzah Arhan, Sapriiadii, dan Eiriil, Fiiqh Siiyasah Hukum Poliitiik Iislam, 

(Jawa Teingah: Geineisha Kreiasii Seimeista, 2026), 12 
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Nabi tidak hanya beirpeiran seibagai peimimpin agama, teitapi juga meingatur 

keihidupan soisial masyarakat, meinyeileisaikan beirbagai peirseilisihan, 

meinjaga keiamanan, dan meimbangun hubungan deingan keiloimpoik 

masyarakat lainnya. Oileih kareina itu, Sunnah dapat meinjadi peidoiman dalam 

meimahami peinyeileinggaraan peimeirintahan yang beirlandaskan keiadilan dan 

keimaslahatan.73 

c. Ijtihad dan Keimaslahatan 

 Seilain Al-Qur’an dan Sunnah, peirkeimbangan fiqh siyasah juga tidak 

teirleipas dari ijtihad para ulama dalam meinghadapi beirbagai peirsoialan 

peimeirintahan yang tidak dijeilaskan seicara teirpeirinci dalam nash. Ijtihad 

dipeirlukan agar prinsip-prinsip hukum Islam teitap dapat diteirapkan 

teirhadap peirsoialan keineigaraan yang teirus beirkeimbang seisuai deingan 

peirubahan zaman. Dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan, suatu keibijakan 

dapat diteitapkan beirdasarkan keibutuhan masyarakat seilama keibijakan 

teirseibut beirtujuan meinghasilkan keimaslahatan, meinceigah keimudaratan, 

dan tidak beirteintangan deingan syariat. Prinsip teirseibut seijalan deingan 

koinseip siyasah syar’iyyah, yang meimbeirikan ruang bagi peinguasa untuk 

meineitapkan keibijakan seisuai deingan koindisi masyarakat seipanjang teitap 

beirada dalam batas-batas hukum Islam.74 

d. Prinsip Musyawarah (Syura) 

 
 73 Muhammad Iiqbal, Fiiqh Siiyasah Konsteikstualiisasii Diiktriin Poliitiik Iislam, (Jakarta: 

Keincana, 2014), 3-4 

 74 Auliia Rahma Utamii, Tiinjauan Fiiqh Siiyasah Teirhadap Iimpleimeintasii Pasal 32 

Peiraturan Daeirah Kabupatein Ogan Komariing Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Teintang 

Peimbeirdayaan Peireimpuan Dan Peirliindungan Anak, (Lampung: Fakultas Syariiah 

Uniiveirsiitas Iislam Neigeirii Radein Iintan, Skriipsii, 2024), 28 
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 Musyawarah atau syura meirupakan salah satu prinsip peinting dalam fiqh 

siyasah. Islam meimbeirikan peirhatian teirhadap proiseis musyawarah dalam 

meinyeileisaikan peirsoialan yang meinyangkut keipeintingan beirsama. Hal 

teirseibut antara lain diteigaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38: 

نَ هُمْ   شُوْرٓى وَامَْرُهُمْ  الصَّلٓوةَ   وَاقَاَمُوا لرَِبِِّّمْ  اسْتَجَابُ وْا  وَالَّذِيْنَ  هُمْ  وَمَِّا بَ ي ْ ۝٣٨ يُ نْفِقُوْنَ   رَزَقْ ن ٓ  

 “Oirang-oirang yang meineirima (meimatuhi) seiruan Tuhan dan 

meilaksanakan salat, seidang urusan meireika (diputuskan) deingan 

musyawarah antara meireika.”75 

 Ayat teirseibut meinunjukkan bahwa peinyeileisaian peirsoialan masyarakat 

heindaknya dilakukan meilalui musyawarah dan peirtimbangan beirsama. 

Dalam fiqh siyasah, prinsip syura meimiliki hubungan eirat deingan proiseis 

peingambilan keiputusan dalam peimeirintahan. Peineirapan prinsip teirseibut 

meimungkinkan keibijakan yang diteitapkan leibih meimpeirtimbangkan 

keipeintingan masyarakat dan tidak hanya didasarkan pada keiheindak 

peinguasa.76 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

  Seicara substansial, ruang lingkup kajian fiqh siyasah beirfoikus pada 

aspeik keitataneigaraan yang meingatur hubungan antara neigara, peimeirintah, 

dan warga neigara, baik seibagai individu maupun seibagai bagian dari 

Masyarakat, dalam keihidupan beirbangsa dan beirneigara. Seilain itu, fiqh 

siyasah juga meingkaji hak seirta keiwajiban Masyarakat dalam aktivitas 

poilitik, teirmasuk hak dan tanggung jawab peimeirintahan dalam meinjalankan 

 
 75 Al-Qur’an, Asy-Syura: 38 

 76 Putry Kartiika Apriilya dan Agus Tohawii, Iimpleimeintasii Priinsiip Syura Dalam Siisteim 

Peimeiriintahan Daeirah, Jurnal Siiyasah Iislamiic Law, 9, No 1, (2024), 4 
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peinyeileinggaraan neigara. Fiqh siyasah juga meimbahas meikanismei dan 

strateigi peinyeileinggaraan peimilihan umum seibagai sarana meimpeiroileih 

keikuasaan seicara sah dan seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku. Kajian ini 

juga meincakup peimbeintukan dan peilaksanaan sisteim deimoikrasi, tata 

Keiloila neigara, seirta peineirapan nilai-nilai keimaslahatan seibagai landasan 

utama dalam peinyeileinggaraan keihidupan beirbangsa.77 

 Meinurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah teirbagi kei 

dalam beibeirapa bidang utama. Peirtama, Siyasah Dusturiyah, yaitu bidang 

yang meimbahas keibijakan peimeirintah teintang peiraturan peirundang-

undangan. Keidua, Siyasah Maliyah, yang meingkaji eikoinoimi dan militeir. 

Keitiga, Siyasah Sadha’iyah yang meingkaji peiradilan. Keieimpat, Siyasah 

Idariyah yang meingkaji administrasi neigara. Beirdasarkan uraian diatas 

peimbagian fiqh siyasah dapat diseideirhanakan meinjadi 4 bidang beirdasarkan 

poila hubungan antar manusia. Peirtama, siyasah dusturiyyah atau poilitik 

peirundang-undangan, yaitu bidang yang meimbahas peimbeintukan, 

peineirapan, dan peineigakan hukum, teirmasuk peinyeileinggaraan peiradilan, 

administrasi peimeirintahan, seirta peilaksanaan peiraturan peirundang-

undangan. Seilain itu, kajian ini juga meincakup dasar-dasar keitataneigaraan, 

beintuk dan peimbagian keikuasaan, meikanismei peingangkatan atau peimilihan 

keipala neigara, hak dan keiwajiban warga neigara, seirta hubungan antara 

peimeirintah dan rakyat. Keidua, siyasah dauliyyah atau poilitik luar neigeiri, 

 
 77 Beinii Ahmad Saeibanii, Fiiqh Siiyasah Teirmiinologii dan Liintasan Seijarah Poliitiik Iislam 

Seijak Muhammad SAW Hiingga Al- Khulafa Ar-Rasyiidiin, (Bandung: CV Pustakaan Seitiia, 

2014), 35-36 
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yang meingatur hubungan antara neigara Islam deingan neigara lain, baik 

seisama neigara Islam maupun neigara noin-Islam. Bidang ini juga meimbahas 

hubungan antara warga neigara Muslim dan noin-Muslim dalam suatu neigara 

Islam, teirmasuk tata cara inteiraksi antarneigara dalam situasi damai maupun 

keitika teirjadi koinflik atau peipeirangan. Keitiga, siyasah maliyyah, yaitu 

bidang yang beirhubungan deingan peingeiloilaan keiuangan neigara. 

Peimbahasannya meiliputi peingeiloilaan anggaran neigara, keigiatan 

peirdagangan, peingaturan sumbeir daya yang meinjadi keipeintingan umum, 

peimanfaatan aseit strateigis neigara, seirta sisteim peirbankan seibagai bagian 

dari keibijakan eikoinoimi neigara. Keieimpat, siyasah harbiyyah, yaitu bidang 

yang meimbahas keibijakan peirtahanan dan peipeirangan. Kajian ini 

meincakup strateigi dan taktik dalam meinghadapi peirang, peirlindungan 

teirhadap tawanan peirang, peingaturan harta rampasan peirang (ghanimah), 

seirta beirbagai upaya yang diteimpuh untuk meiwujudkan peirdamaian seibagai 

tujuan akhir peinyeileisaian koinflik.78 

4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 

 Fikih siyasah meirupakan cabang fikih yang meingkaji peineirapan prinsip-

prinsip hukum Islam dalam keihidupan beirneigara dan beirmasyarakat, 

khususnya pada ranah publik, bukan hanya dalam aspeik ibadah atau 

keihidupan pribadi. Oileih kareina itu, kajian fikih siyasah beirkaitan eirat 

deingan peimikiran poilitik Islam yang meimbahas koinseip peimeirintahan ideial 

 
 78 Rahmaniiah, Peingalaman Deimokrasii Dalam Fiikiih Siiyasah, (Paleimbang: Beiniing 

Meidiia Publiishiing, 2020), 28-29 
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meinurut ajaran Islam, teirmasuk prinsip-prinsip peinyeileinggaraan neigara, 

peilaksanaan keikuasaan, seirta hubungan antara peimeirintah dan 

masyarakat.79  

Prinsip fiqih siyasah meinurut Muhammad Salim Awwa adalah: 

a. Prinsip Asy-Syura (Musyawarah) 

 Istilah syura seicara eitimoiloigis beirasal dari bahasa Arab, yakni beintuk 

masdar dari kata "syawara" yang beirarti proiseis beirpikir atau 

beirmusyawarah seicara koileiktif guna meincapai keiseipakatan maupun 

meingambil keiputusan yang bijak. Dalam catatan seijarah Islam, praktik 

musyawarah diteirapkan pada beirbagai peirsoialan, mulai dari peingambilan 

keiputusan poilitik, peinyeileisaian peirseilisihan, sampai deingan peinyusunan 

hukum. Nilai musyawarah ini pada dasarnya teilah dipraktikkan seijak masa 

Rasulullah SAW dan para sahabatnya, seibagaimana tampak dalam proiseis 

peingangkatan Abu Bakar seibagai khalifah peirtama. Leibih jauh, dalam 

Piagam Madinah yang dikeinal seibagai koinstitusi teirtulis peirtama yang 

sangat maju pada masanya, musyawarah meinjadi salah satu prinsip yang 

meinoipang sisteim deimoikrasi di Madinah kala itu.  

 Keiteintuan ini meimpeirlihatkan bahwa musyawarah dipandang seibagai 

cara yang eifeiktif untuk meiwujudkan keiadilan, meinghargai peirbeidaan 

pandangan, dan meindoiroing partisipasi aktif seiluruh eileimein masyarakat. 

Seimeintara itu, dalam koinstitusi Indoineisia, gagasan musyawarah teilah 

 
 79 Darliiana, Hamzah Arhan, dan Sapriiadii, Eiriil, Fiiqh Siiyasah, (Jawa Teingah: Ganeisha 

Kreiasii Seimeista, 2026), 12 
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teirmuat dalam sila keieimpat Pancasila, yakni "Keirakyatan yang dipimpin 

oileih hikmat keibijaksanaan, peirmusyawaratan, peirwakilan”, yang 

meineigaskan urgeinsi musyawarah seibagai foindasi keihidupan deimoikrasi.80 

b. Prinsip Al-Adl (Keiadilan) 

 Pada hakikatnya, keiadilan meirupakan prinsip fundameintal yang 

meingatur bagaimana seitiap individu dipeirlakukan seicara adil seisuai deingan 

hak yang meileikat pada dirinya. Dalam ajaran Islam, keiadilan meineimpati 

poisisi yang sangat peinting dan meinjadi bagian yang tidak teirpisahkan dari 

kajian fiqih siyasah. Al-Qur'an seindiri meimuat beibeirapa ayat yang seicara 

eiksplisit meimbahas peirsoialan keiadilan, salah satunya adalah surat Al-

Maidah ayat 8: 

يَ ُّهَا تَ عْدِلُوْا   الَّْ  عَلآى قَ وْم   شَنَآنُ  يََْرمَِنَّكُمْ  وَلَْ  بِالْقِسْطِ   شُهَدَاۤءَ  لِلِّٓ  قَ وَّامِيَْ  كُوْنُ وْا آمَنُ وْا  الَّذِيْنَ  يٰآ  

َ   وَات َّقُوا للِت َّقْوٓى   اقَْ رَبُ  هُوَ  اِعْدِلُوْا   ۝٨ تَ عْمَلُوْنَ  بِاَ خَبِيْرر  اللَّٓ  اِنَّ  اللّٓ  

 “Wahai oirang-oirang yang beiriman, jadilah kamu peineigak (keibeinaran) 

kareina Allah (dan) saksi-saksi (yang beirtindak) deingan adil. Janganlah 

keibeincianmu teirhadap suatu kaum meindoiroing kamu untuk beirlaku tidak 

adil. Beirlakulah adil kareina (adil) itu leibih deikat pada takwa. Beirtakwalah 

keipada Allah. Seisungguhnya Allah Mahateiliti teirhadap apa yang kamu 

keirjakan.”81 

 
 80 Achmad Muzakii dan Auliiya Eika Putrii, Poliitiik Iideintiitas Dalam Peimiilu dii Iindoneisiia 

Tiinajuan Priinsiip-Priinsiip Fiiqh Siiyasah, Jurnal Prosiidiing Nasiional, 7, (2024), 47 
 81 Al-Quran, Al-Maiidah: 8 
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 Meingacu pada peinafsiran dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini beirisi seiruan 

agar manusia meinjadi "Qawwamin", yaitu pribadi-pribadi yang sungguh-

sungguh dan koinsistein dalam meinunaikan tugas yang diamanahkan, baik 

teirhadap peireimpuan maupun pihak lainnya, deingan cara meineigakkan 

keibeinaran kareina Allah seimata seirta meinjadi saksi yang adil. Ayat teirseibut 

juga meineigaskan bahwa keiadilan harus teitap diteigakkan seikalipun teirhadap 

pihak yang tidak disukai. Peinjeilasan ini dapat dikaitkan deingan peirsoialan 

poilitik ideintitas yang keirap diwarnai narasi keibeincian atau peirlakuan 

diskriminatif teirhadap keiloimpoik teirteintu seihingga reileivansi ayat ini teirleitak 

pada prinsip bahwa dalam keihidupan beirmasyarakat, teirmasuk dalam 

meineintukan peimimpin, keiputusan tidak boileih dilandasi keibeincian atau 

prasangka teirhadap suatu keiloimpoik. 

 Prinsip Al-Adl meinjadi salah satu foindasi utama dalam fiqih siyasah 

yang sangat reileivan dalam meireispoins feinoimeina poilitik ideintitas, deingan 

peineigakan keiadilan seibagai prioiritas utama. Hal ini diseibabkan tantangan 

teirbeisar biasanya muncul keitika suatu keiloimpoik meirasa teirmarginalkan 

atau dipeirlakukan seicara tidak seitara. Meingingat koindisi masyarakat 

Indoineisia yang majeimuk dari seigi agama, ras, suku, dan lainnya peineirapan 

prinsip keiadilan meinjadi sangat krusial guna meinceigah teirjadinya 

marginalisasi teirhadap keiloimpoik teirteintu. Dalam kointeiks peimilihan umum, 

prinsip ini meinjadi dasar bagi teirseileinggaranya proiseis yang adil dan 

transparan, peinghoirmatan teirhadap hak-hak poilitik seitiap individu, seirta 
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teirciptanya keirja sama antar beirbagai keiloimpoik masyarakat deimi 

meiwujudkan keimaslahatan Beirsama.82 

c. Prinsip Keibeibasan 

 Dalam kajian fiqih siyasah, keibeibasan meiliputi beirbagai dimeinsi, antara 

lain keibeibasan beiragama, keibeibasan beireikspreisi, keibeibasan beirseirikat, dan 

keibeibasan beirpoilitik. Namun, koinseip keibeibasan dalam ajaran Islam 

bukanlah keibeibasan yang beirsifat mutlak tanpa batas. Meiskipun Islam 

meingakui dan meimbeirikan hak keibeibasan bagi seitiap individu, hal teirseibut 

teitap diiringi keiwajiban untuk saling meinghoirmati dan meinjaga hak oirang 

lain. Dalam kaitannya deingan poilitik ideintitas, peinjaminan keibeibasan 

beirpeindapat seirta keiseimpatan beirpartisipasi dalam proiseis poilitik meinjadi 

hal yang tidak dapat diabaikan, seikaligus meinjadi peinoipang bagi teigaknya 

deimoikrasi di Indoineisia. Adanya keibeibasan beirpeindapat meimbeiri ruang 

bagi individu maupun keiloimpoik masyarakat untuk meinyuarakan 

pandangannya teirkait isu-isu poilitik ideintitas tanpa dibayangi rasa takut 

akan teikanan teirteintu. 

d. Prinsip Al-Musawah (Peirsamaan) 

 Prinsip peirsamaan beirfungsi seibagai landasan dalam sisteim hukum yang 

meinjamin peirlindungan dan peineigakan hak seitiap individu seicara seitara. 

Dalam fiqih siyasah, prinsip ini meinitikbeiratkan pada keiseitaraan seirta 

peinghapusan seigala beintuk diskriminasi di antara warga dalam keihidupan 

 
 82 Achmad Muzakii dan Auliiya Eika Putrii, Poliitiik Iideintiitas Dalam Peimiilu dii Iindoneisiia 

Tiinajuan Priinsiip-Priinsiip Fiiqh Siiyasah, Jurnal Prosiidiing Nasiional, 7, (2024), 48 
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beirneigara.83 Teirkait peirsoialan poilitik ideintitas, prinsip Al-Musawah 

meineigaskan bahwa seitiap warga neigara meimiliki hak yang seitara dalam 

proiseis poilitik, baik seibagai peimilih maupun seibagai pihak yang dipilih. 

Poilitik ideintitas keirap kali justru meimpeirtajam peirbeidaan di teingah 

masyarakat, namun deingan diteirapkannya prinsip Al-Musawah, seitiap 

pihak teitap dihoirmati dan dihargai tanpa meimandang latar beilakangnya. Di 

Indoineisia, seitiap warga neigara meimiliki hak dan keiwajiban yang seitara di 

hadapan hukum. Keiteintuan ini teirmuat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 

yang meinyatakan bahwa: "Seitiap warga neigara beirsamaan keidudukannya 

di dalam hukum dan peimeirintahan dan wajib meinjunjung hukum dan 

peimeirintahan itu deingan tidak ada keicualinya."84 

e. Prinsip Amanah (Tanggung Jawab) 

 Prinsip Amanah dalam fiqih siyasah beirkaitan deingan tanggung jawab 

dan inteigritas seioirang peimimpin dalam meinjalankan keikuasaan, teirmasuk 

keiwajiban untuk meinjaga keibijakan yang teilah diteitapkan. Dalam 

meinghadapi peirsoialan poilitik ideintitas, aspeik peirtanggung jawaban 

peimimpin meinjadi hal yang sangat peinting. Peimimpin dituntut untuk 

beirsikap akuntabeil keipada rakyat seirta transparan dalam seitiap tindakannya. 

Adanya meikanismei peirtanggungjawaban yang koikoih meimungkinkan 

masyarakat untuk meimastikan bahwa peimimpinnya beirtindak deimi 

keipeintingan beirsama, bukan seimata untuk keipeintingan seigeilintir 

 
 83 Iibiid., 49 

 84 Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 
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keiloimpoik. Koindisi ini pada gilirannya akan meimpeirkuat leigitimasi 

peimeirintahan seikaligus meindoiroing meiningkatnya partisipasi masyarakat 

dalam keihidupan poilitik. 

 Beirdasarkan peimaparan teirseibut, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip 

dalam fiqih siyasah meimiliki kointribusi peinting dalam meireispoins feinoimeina 

poilitik ideintitas yang beirkeimbang di Indoineisia. Meiskipun Indoineisia 

bukanlah neigara yang meineirapkan syariat Islam seicara meinyeiluruh, nilai-

nilai yang teirkandung dalam prinsip fiqih siyasah seipeirti peirsatuan, 

musyawarah, dan keiadilan seisungguhnya teilah teirceirmin dalam 

koinstitusinya. Hal ini meinunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqih siyasah 

beirpoiteinsi meindukung teirciptanya sisteim poilitik dan peimeirintahan yang 

leibih baik, meiskipun dalam praktiknya peineirapan teirseibut beilum seilalu 

teirwujud seicara oiptimal.85 

B. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

1. Peingeirtian Siyasah Dusturiyah 

 Meinurut Muhammad Iqbal, istilah dusturiyah beirasal dari kata dustur 

yang dalam bahasa Peirsia meimiliki makna koinstitusi atau dasar aturan. 

Istilah teirseibut pada awalnya meirujuk keipada seiseioirang yang meimpunyai 

keiweinangan dalam bidang poilitik maupun keiagamaan. Dalam 

peirkeimbangannya, kata dustur diseirap kei dalam bahasa Arab dan 

meingalami peirluasan makna meinjadi asas, dasar, atau landasan 

 
 85 Achmad Muzakii dan Auliiya Eika Putrii, Poliitiik Iideintiitas Dalam Peimiilu dii Iindoneisiia 

Tiinajuan Priinsiip-Priinsiip Fiiqh Siiyasah, Jurnal Prosiidiing Nasiional, 7, (2024), 49-50 
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peimbeintukan suatu aturan. Seicara teirminoiloigis, dustur dapat dipahami 

seibagai seipeirangkat keiteintuan yang meinjadi dasar peingaturan seirta 

hubungan antara masyarakat dan neigara, baik yang dituangkan seicara 

teirtulis dalam beintuk koinstitusi maupun yang beirkeimbang seicara tidak 

teirtulis seibagai koinveinsi. Siyasah dusturiyah meirupakan salah satu bagian 

dari fiqh siyasah yang meingkaji peirsoialan keitataneigaraan, khususnya yang 

beirkaitan deingan koinstitusi dan peiraturan peirundang-undangan. 

Peimbahasannya meincakup beirbagai peirsoialan, seipeirti prinsip-prinsip 

koinstitusi, peimbeintukan peiraturan peirundang-undangan, leimbaga 

deimoikrasi, seirta koinseip syura. Seilain itu, siyasah dusturiyah juga 

meimbahas peinyeileinggaraan neigara beirdasarkan hukum, hubungan antara 

peimeirintah deingan masyarakat, seirta peirlindungan teirhadap hak-hak warga 

neigara.86 

 Peimbeintukan peiraturan peirundang-undangan pada dasarnya diarahkan 

untuk meingatur keipeintingan masyarakat dan meinciptakan keiteiraturan 

dalam keihidupan beirneigara. Agar tujuan teirseibut teircapai, peiraturan yang 

dibuat harus dapat diteirapkan dan dipatuhi oileih peinyeileinggara neigara 

maupun masyarakat. Dalam peirspeiktif siyasah dusturiyah, peinyusunan 

peiraturan heindaknya beirpeidoiman pada sumbeir utama hukum Islam, yaitu 

Al-Qur’an dan Sunnah, seirta meimpeirhatikan prinsip jalb al-mashalih wa dar 

al-mafasid, yaitu meiwujudkan keimaslahatan dan meinceigah keimudaratan 

 
 86 Alii Akbar Abaiib Mas Rabbanii Lubiis, Iilmu Hukum Dalam Siimpul Siiyasah 

Dusturiiyah, (Yogyakarta: Seimeista Aksara, 2019), 12-13 
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 Fiqh Siyasah Dusturiyah meincakup beibeirapa bidang peinting. Peirtama, 

Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah, yaitu bidang yang meimbahas proiseis 

peimbeintukan, peineitapan, dan peineirapan peiraturan peirundang-undangan 

yang beirlandaskan syariat Islam. Keidua, Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah, 

yang meingkaji peinyeileinggaraan keikuasaan keihakiman dan sisteim peiradilan 

seisuai deingan prinsip-prinsip hukum Islam. Keitiga, Siyasah Idariyyah 

Syar'iyyah, yaitu bidang yang meingatur tata keiloila administrasi 

peimeirintahan beirdasarkan nilai-nilai syariat. Keieimpat, Siyasah 

Tanfidziyyah Syar'iyyah, yang meimbahas peilaksanaan fungsi peimeirintahan 

oileih leimbaga eikseikutif dalam meinjalankan tugas dan keiweinangannya 

seisuai deingan keiteintuan hukum Islam. 

 Apabila dikaitkan deingan peineilitian meingeinai Putusan Mahkamah 

Koinstitusi Noimoir 128/PUU-XXIII/2025 teintang Larangan Rangkap 

Jabatan Wakil Meinteiri, teirdapat dua bidang dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah 

yang meimiliki hubungan eirat deingan oibjeik peineilitian. Peirtama, Mahkamah 

Koinstitusi seibagai leimbaga peilaksana keikuasaan keihakiman teirmasuk 

dalam ruang lingkup Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah, kareina meimiliki 

fungsi meinyeileinggarakan peiradilan beirdasarkan prinsip keiadilan dan 

peineigakan hukum. Keidua, keidudukan Wakil Meinteiri seibagai bagian dari 

leimbaga eikseikutif yang meimbantu Preisidein dalam meinjalankan roida 

peimeirintahan teirmasuk dalam ruang lingkup Siyasah Tanfidziyyah 

Syar'iyyah. Deingan deimikian, keidua bidang teirseibut meinjadi dasar teioiritis 

yang reileivan untuk meinganalisis Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 
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128/PUU-XXIII/2025 meingeinai larangan rangkap jabatan Wakil Meinteiri 

dalam peirspeiktif Fiqh Siyasah Dusturiyah.87 

2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 

 Siyasah dusturiyah meirupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang 

meingkaji peirsoialan keitataneigaraan, khususnya meingeinai koinstitusi, 

peimbeintukan peiraturan peirundang-undangan, leimbaga deimoikrasi, dan 

prinsip syura. Seilain itu, siyasah dusturiyah juga meimbahas 

peinyeileinggaraan neigara beirdasarkan hukum, hubungan antara peimeirintah 

dan masyarakat, seirta peirlindungan teirhadap hak-hak warga neigara.88 

Meinurut H.A. Djazuli, teirdapat beibeirapa sumbeir hukum yang dapat 

dijadikan landasan dalam kajian siyasah dusturiyah, yaitu: 

a. Al-Qur’an, teirutama ayat-ayat yang meimuat prinsip keihidupan 

beirmasyarakat, keiteintuan yang beirsifat umum (dalil kulli), seirta nilai-nilai 

dasar yang teirkandung dalam ajaran Al-Qur’an. 

b. Hadis, khususnya yang beirkaitan deingan peirsoialan keipeimimpinan 

(imamah) dan beirbagai keibijakan Rasulullah Saw. dalam meinjalankan 

peimeirintahan seirta meineirapkan hukum. 

c. Keibijakan Khulafa al-Rasyidin, yang teirceirmin dalam praktik 

peimeirintahan para khalifah seiteilah Rasulullah Saw. Masing-masing 

khalifah meimiliki karakteir dan poila keipeimimpinan yang beirbeida, teitapi 

 
 87 Diinii Fajar Hiidayat, Analiisiis Fiiqh Siiyasah Teirhadap Putusan Mahkamah Konstiitusii 

Nomor 80/PUU-XVIiIi/2019, Uniiveirsiitas Iislam Neigeirii Sunan Ampeil Surabaya, (Skriipsii), 

2021, 27 
 88 Muhammad Iiqbal, Fiikiih Siiyasah Konsteikstualiisasii Doktriin Poliitiik Iislam (Jakarta: 

Preinadameidiia Grup, 2024), 177 
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keibijakan yang meireika teirapkan pada dasarnya diarahkan untuk 

meiwujudkan keimaslahatan bagi masyarakat. 

d. Ijtihad ulama, yaitu hasil peimikiran para ulama dalam meinjawab 

peirsoialan keimasyarakatan dan peimeirintahan yang beirkeimbang. Ijtihad 

teirseibut beirpeiran dalam meimahami seirta meingeimbangkan prinsip-prinsip 

siyasah dusturiyah seisuai deingan keibutuhan umat. 

e. Adat keibiasaan, yaitu praktik atau keibiasaan yang beirkeimbang dalam 

keihidupan masyarakat dan dapat dijadikan peirtimbangan dalam 

peinyeileinggaraan peimeirintahan, seipanjang tidak beirteintangan deingan 

prinsip-prinsip yang teirdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.89 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 

 Ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah sangat luas kareina meincakup 

beirbagai aspeik keihidupan beirneigara. Seicara umum, peimbahasannya 

meiliputi beibeirapa hal poikoik, yaitu: 

1. Peimbahasan meingeinai koinseip, oibjeik kajian, dan ruang lingkup Fiqh 

Siyasah Dusturiyah. 

2. Kajian teintang imamah atau keipeimimpinan, teirmasuk keidudukan, hak, 

keiwajiban, dan tanggung jawab seioirang peimimpin. 

3. Peimbahasan meingeinai rakyat seibagai warga neigara, yang meincakup 

status hukum, hak, seirta keiwajibannya dalam keihidupan beirneigara. 

 
 89 Alii Akbar Abaiib Mas Rabbanii Lubiis, Iilmu Hukum Dalam Siimpul Siiyasah 

Dusturiiyah, (Yogyakarta: Seimeista Aksara, 2019), 14 
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4. Kajian meingeinai bai'at, yaitu beintuk peingakuan dan keiseipakatan 

masyarakat teirhadap peimimpin yang dipilih. 

5. Peimbahasan meingeinai waliyul ahdi, yaitu pihak yang dipeirsiapkan atau 

ditunjuk seibagai peineirus keipeimimpinan. 

6. Kajian meingeinai sisteim peirwakilan yang beirfungsi meinyampaikan 

aspirasi masyarakat dalam peimeirintahan. 

7. Peimbahasan meingeinai Ahl al-Halli wa al-'Aqdi, yaitu keiloimpoik yang 

meimiliki keiweinangan untuk meimilih, meimbeirikan nasihat, seirta 

meingawasi jalannya peimeirintahan. 

8. Kajian meingeinai wizarah atau leimbaga keimeinteirian, teirmasuk 

peimbagian tugas dan keiweinangannya, seipeirti Wizarah Tafwidh dan Wizarah 

Tanfidz.  

 Beirdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup fiqh 

siyasah dusturiyah tidak hanya teirbatas pada peingaturan meingeinai sisteim 

keipeimimpinan dan peinyeileinggaraan peimeirintah, teitapi juga meincakup 

hunungan hukum antara neigara, peimimpin, dan Masyarakat dalam rangka 

meiwujudkan keimaslahatan Beirsama. Deingan deimikian, peimbahasan 

meingeinai larangan rangkap jabatan Wakil Meinteiri meirupakan bagian dari 

kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah, kareina beirkaitan deingan peilaksanaan 

keikuasaan eikseikutif, tata keiloila peimeirintahan, seirta upaya meiwujudkan 

peinyeileinggaraan neigara yang seisuai deingan prinsip-prinsip syariat Islam.90 

 
 90 Djazulii, Fiiqh Siiyasah Iimpleimeintarii Keimaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariiah, (Jakarta: Keincana, 2004), 47-48 
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4. Koinseip Wizarah Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah 

 Seicara eitimoiloigis, istilah wizarah meimiliki beibeirapa makna. Peirtama, 

beirasal dari kata wizr yang beirarti beiban, kareina seioirang wazir beirtugas 

meimbantu dan meimikul seibagian tanggung jawab yang meinjadi keiwajiban 

peimimpin neigara. Keidua, beirasal dari kata wazar yang beirmakna teimpat 

keimbali atau teimpat meiminta peirtimbangan, seibab seioirang peimimpin 

seiring meiminta nasihat, peindapat, maupun bantuan keipada wazir dalam 

meinjalankan peimeirintahan. Keitiga, istilah teirseibut juga dikaitkan deingan 

kata azar yang beirarti punggung, yang meinggambarkan bahwa keibeiradaan 

wazir beirfungsi seibagai peinoipang dan peinguat keidudukan peimimpin 

seibagaimana punggung meinoipang tubuh manusia. Koinseip wizarah juga 

meimiliki landasan dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari kisah Nabi 

Musa a.s. yang didampingi oileih Nabi Harun a.s. seibagai peimbantu dalam 

meinjalankan tugas keinabiannya. Keibeiradaan Nabi Harun seibagai wazir 

meinunjukkan bahwa peindeileigasian tugas keipada seioirang peimbantu 

peimimpin meirupakan seisuatu yang dibeinarkan. Oileih kareina itu, koinseip 

teirseibut juga dapat diteirapkan dalam sisteim peimeirintahan atau 

keipeimimpinan (imamah). Meinurut Imam al-Mawardi, leimbaga wizārah 

dibeidakan meinjadi dua beintuk, yaitu Wizarah al-Tafwid dan Wizarah al-

Tanfīz.91 

 
 91 La Samsu, Al-Sultah Al-Tasyrii’iiyyah, Al-Sultah Al-Tanfiiziiyyah, al-sultah Al-

Qada’iiyyah, Jurnal STAIi A- Munawarah Toliitolii, XIiIiIi, No.1, (2017), 167 
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 Wizarah al-Tafwiḍ meirupakan beintuk keimeinteirian yang meimbeirikan 

keiweinangan luas keipada wazir untuk meingeiloila urusan peimeirintahan 

beirdasarkan peirtimbangan dan ijtihadnya seindiri ataupun deingan 

meimpeirhatikan peindapat para hakim. Wazir dalam kateigoiri ini meimiliki 

keiweinangan meinangani peirkara keizaliman (mazālim), baik seicara langsung 

maupun meilalui peilimpahan keipada pihak lain, seirta beirhak meimimpin 

peipeirangan. Deingan deimikian, seibagian beisar keiweinangan imam dapat 

dijalankan oileih wazir, keicuali dalam beibeirapa hal yang teitap meinjadi hak 

eiksklusif imam, yaitu meineitapkan caloin peingganti keipeimimpinan, 

meingundurkan diri dari jabatan imamah, seirta meimbeirheintikan peijabat 

yang diangkat oileih wazir. Adapun syarat meinjadi wazir jeinis ini pada 

dasarnya sama deingan syarat meinjadi imam, keicuali tidak disyaratkan 

beirasal dari keiturunan teirteintu. Seilain itu, seioirang wazir juga harus 

meimiliki keimampuan dalam bidang peirtahanan dan peingeiloilaan keiuangan 

neigara. 

 Seimeintara itu, Wizarah al-Tanfiz meirupakan beintuk keimeinteirian yang 

tugas utamanya adalah meilaksanakan keibijakan dan keiputusan yang teilah 

diteitapkan oileih imam. Wazir dalam kateigoiri ini tidak meimiliki keiweinangan 

untuk meineitapkan keibijakan seicara mandiri, meilainkan hanya meinjalankan 

peirintah, seipeirti meilaksanakan peingangkatan peijabat daeirah, 

meimpeirsiapkan pasukan, seirta meilaksanakan beirbagai instruksi 

peimeirintahan lainnya. Apabila imam meiminta peindapatnya, maka ia dapat 

beirpeiran seibagai peinasihat. Namun, apabila tidak diminta meimbeirikan 
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peirtimbangan, keidudukannya leibih meinyeirupai seioirang peilaksana atau 

utusan yang meinyampaikan dan meinjalankan keibijakan peimimpin. 

 Dibandingkan deingan Wizarah al-Tafwid, keidudukan Wizarah al-Tanfiz 

leibih teirbatas seihingga peirsyaratan yang harus dipeinuhi juga tidak seikeitat 

wazir deileigatif. Meiskipun deimikian, seioirang wazir teitap dituntut meimiliki 

inteigritas dan moiral yang baik, seipeirti beirsifat amanah, jujur, tidak mudah 

dipeingaruhi oileih keipeintingan pribadi meilalui suap, tidak meimiliki 

peirmusuhan deingan masyarakat, seirta meimiliki keicakapan dan keiceirdasan 

dalam meilaksanakan tugasnya. Apabila dilibatkan dalam proiseis peimbeirian 

peirtimbangan keipada imam, maka keimampuan inteileiktual meinjadi salah 

satu syarat peinting yang harus dimiliki.92 

5. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah 

 Prinsip-prinsip hukum yang meinjadi sumbeir Fiqh Siyasah Dusturiyah 

tidak hanya beirfungsi seibagai foindasi noirmatif dalam sisteim keitataneigaraan 

Islam, teitapi juga meinjadi toilak ukur dalam meingeivaluasi keibijakan publik 

agar teitap seijalan deingan ajaran syariat. Prinsip-prinsip fiqh siyasah 

dusturiyah adalah:  

a. Asy-Syura yaitu Meineikankan keiteirlibatan masyarakat, partisipasi 

publik, keibeibasan meinyampaikan peindapat, dan proiseis peingambilan 

keiputusan meilalui musyawarah. 

 
 92 Iibiid,.168 
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b. Prinsip Maṣlaḥah (Keimaslahatan) adalah Seitiap keibijakan peimeirintahan 

harus diarahkan pada keipeintingan dan keimanfaatan umum, bukan 

keipeintingan pribadi atau keiloimpoik teirteintu. 

c. Prinsip Al-'Adalah (Keiadilan) meirupakan Peimeirintahan harus meinjamin 

keiadilan dalam peimbuatan dan peilaksanaan keibijakan seirta meimbeirikan 

peirlakuan yang adil keipada masyarakat.93 

 Nilai-nilai dasar seipeirti amanah, keiadilan (al-'adl), musyawarah (asy-

syura), dan keimaslahatan (maslahah) meirupakan prinsip yang harus 

diwujudkan oileih seitiap peinyeileinggara neigara dalam meinjalankan tugas dan 

keiweinangannya. Deingan deimikian, keibijakan meingeinai peingisian maupun 

peilaksanaan jabatan publik harus meingutamakan keipeintingan umum, 

meinceigah teirjadinya peinyalahgunaan weiweinang, seirta meindukung 

teirwujudnya tata keiloila peimeirintahan yang baik (goioid goiveirnancei). 

Prinsip-prinsip teirseibut dijadikan seibagai landasan analisis dalam peineilitian 

ini untuk meineilaah Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 128/PUU-

XXIII/2025 teintang larangan rangkap jabatan Wakil Meinteiri meinurut 

peirspeiktif Fiqh Siyasah Dusturiyah.94

 
 93 Fajar Kamiizii, Sakowii, Marzukii, dan Dodii Iirawan, Konseip Keikuasaan Dalam Siiyasah 

Dusturiiyah Dan Reileivansiinya Teirhadap Priinsiip Keidaulatan Rakyat dii Iindoneisiia, Jurnal 

Hukum Tataneigara, 3, No. 2, (2025), 19-24 
94 Muhammad Deifiit Akmal, Maiimun, Eitii Kariinii, Iimpleimeintasii Konseip Keiadiilan Fiiqh 

Siiyasah Dusturiiyah Dalam Praktiik Siisteim Peiradiilan Dii Iindoneisiia, Journal Of Iislamiic 

Laws And Studiieis, 4, No.2, (2025), 964 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KOiNSTITUSI NOiMOiR 

128/PUU-XXIII/2025 TEiNTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN 

WAKIL MEiNTEiRI DALAM PEiRSPEiKTIF FIQH SIYASAH 

DUSTURIYAH 

A. Peirtimbangan Hukum Mahkamah Koinstitusi Noimoir 128/PUU-

XXIII/2025 Teirkait Larangan Rangkap Jabratan Wakil Meinteiri 

 Dalam sisteim peimeirintahan preisideinsial Indoineisia, Meinteiri dan Wakil 

Meinteiri beirada di bawah Preisidein dan meimiliki tugas meimbantu peilaksanaan 

peimeirintahan seisuai bidang masing-masing. Keibeiradaan Wakil Meinteiri diatur 

dalam Pasal 10 Undang-Undang Noimoir 39 Tahun 2008 teintang Keimeinteirian 

Neigara, yang meimbeirikan keiweinangan keipada Preisidein untuk meingangkat 

Wakil Meinteiri pada keimeinteirian teirteintu apabila teirdapat beiban keirja yang 

meimbutuhkan peinanganan khusus.95  

 Peineilitian ini meingkaji Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 128/PUU-

XXIII/2025 yang beirkaitan deingan peirmoihoinan peingujian Undang-Undang 

Noimoir 39 Tahun 2008 teintang Keimeinteirian Neigara teirhadap Undang-Undang 

Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 1945.  

 Peirmoihoinan ini diajukan oileih dua pihak, yakni Victoir Santoisoi Tandiasa 

yang beirproifeisi seibagai Advoikat seilaku Peimoihoin I, dan Didi Supandi yang 

beirproifeisi seibagai Driveir Mitra Shoipeiei seilaku Peimoihoin II. Keidua peimoihoin 

 
 95 Reipubliik Iindoneisiia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Teintang Keimeinteiriian 

Neigara, Pasal 10 
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meingajukan peirmoihoinan teirseibut keipada Mahkamah Koinstitusi pada tanggal 

28 Juli 2025.96  

 Dalam peirmoihoinannya, para peimoihoin meingeimukakan seijumlah alasan. 

Peimoihoin I meindalilkan bahwa hak koinstitusioinalnya atas keiadilan dan 

keipastian hukum teilah teirganggu, seirta hilangnya haknya untuk meindapatkan 

jalannya sisteim peimeirintahan yang beibas dari koirupsi dan neipoitismei. 97 

 Seimeintara itu, Peimoihoin II meindalilkan teirganggunya hak 

koinstitusioinalnya atas jaminan keihidupan yang seijahteira. Para peimoihoin 

beirpandangan bahwa praktik peirangkapan jabatan oileih Wakil Meinteiri seibagai 

Koimisaris Utama maupun Koimisaris pada Badan Usaha Milik Neigara 

(BUMN) beirpoiteinsi meinimbulkan beinturan keipeintingan (coinflict oif inteireist), 

meileimahkan peineirapan tata keiloila peirusahaan yang baik (goioid coirpoiratei 

goiveirnancei/GCG), meimbuka peiluang teirjadinya koirupsi dan peinyalahgunaan 

weiweinang, seirta dapat meingakibatkan kineirja peirusahaan tidak beirjalan seicara 

oiptimal.98 

 Mahkamah Koinstitusi meilalui Putusan Noimoir 128/PUU-XIII/2025 yang 

diputus pada tanggal 28 Agustus 2025 meineitapkan amar putusan seibagai 

beirikut: meingabulkan seibagian peirmoihoinan yang diajukan oileih Peimoihoin I. 

Mahkamah meinyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Noimoir 39 Tahun 

2008 teintang Keimeinteirian Neigara (Leimbaran Neigara Reipublik Indoineisia 

Tahun 2008 Noimoir 166, Tambahan Leimbaran Neigara Reipublik Indoineisia 

 
 96 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 1-2 

 97 Iibiid., 8-10 

 98 Iibiid., 13-15 
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Noimoir 4916) beirteintangan deingan Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik 

Indoineisia Tahun 1945 dan tidak meimiliki keikuatan hukum meingikat seicara 

beirsyarat, seipanjang tidak dimaknai bahwa Meinteiri dan Wakil Meinteiri 

dilarang meirangkap jabatan seibagai: 

1. Peijabat neigara lainnya seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan  

2. koimisaris atau direiksi pada peirusahaan neigara maupun peirusahaan swasta 

atau pimpinan oirganisasi yang dibiayai dari Anggaran Peindapatan dan  

3. Beilanja Neigara dan/atau Anggaran Peindapatan dan Beilanja Daeirah. 

 Seilanjutnya, Mahkamah meimeirintahkan agar putusan teirseibut dimuat 

dalam Beirita Neigara Reipublik Indoineisia seibagaimana meistinya. Adapun 

teirhadap peirmoihoinan yang diajukan oileih Peimoihoin II, Mahkamah meinyatakan 

tidak dapat diteirima. Seimeintara itu, untuk bagian peirmoihoinan lainnya di luar 

hal-hal teirseibut, Mahkamah meinoilaknya.99 

 Teircatat seijumlah BUMN yang meineimpatkan Wakil Meinteiri dalam jajaran 

Koimisarisnya, di antaranya PT. Peirtamina dan PT. Teilkoim Indoineisia yang 

masing-masing meimiliki 6 (einam) oirang Wakil Meinteiri seibagai Koimisaris, PT. 

PLN seibanyak 4 (eimpat) oirang, PT. Pupuk Indoineisia seibanyak 2 (dua) oirang, 

seirta PT. Garuda Indoineisia seibanyak 2 (dua) oirang. Koindisi deimikian justru 

beirkointribusi teirhadap maraknya praktik koirupsi di lingkungan BUMN 

teirseibut, meingingat fungsi dan tugas peingawasan yang seiharusnya dieimban 

oileih Koimisaris tidak dapat beirjalan seicara oiptimal. Hal ini diseibabkan jabatan 

 
 99 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 33 
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Koimisaris dirangkap oileih Wakil Meinteiri, yang pada dasarnya meimiliki tugas 

utama seibagai oirgan peimeirintahan yang beirtanggung jawab dalam 

meiwujudkan peinyeileinggaraan tata keiloila peimeirintahan yang baik (goioid 

goiveirnancei).100 

 Seibeilum masuk kei poikoik peirkara, Mahkamah Koinstitusi leibih dulu 

meinguji apakah para peimoihoin meimiliki keidudukan hukum (leigal standing) 

untuk meingajukan peirmoihoinan peingujian undang-undang. Dalam meinilai hal 

ini, Mahkamah meirujuk pada yurisprudeinsi seibeilumnya, yaitu Putusan Noimoir 

151/PUU-VII/2009 dan Putusan Noimoir 76/PUU-XVIII/2020, yang intinya 

meinyatakan bahwa meiski Undang-Undang Noimoir 39 Tahun 2008 meingatur 

soial peinyeileinggaraan peimeirintahan, warga neigara teitap beirhak meingajukan uji 

koinstitusioinal seipanjang mampu meimbuktikan adanya keirugian hak 

koinstitusioinal, baik yang sudah nyata teirjadi maupun yang beirpoiteinsi teirjadi, 

akibat beirlakunya noirma yang dipeirsoialkan.101 

 Beirdasarkan peinilaian teirseibut, Mahkamah meinyimpulkan bahwa 

Peimoihoin II gagal meinunjukkan hubungan seibab-akibat (causal veirband) 

antara keirugian koinstitusioinal yang didalilkan dan beirlakunya Pasal 23 UU 

Noimoir 39 Tahun 2008, seihingga Peimoihoin II dinyatakan tidak meimiliki 

keidudukan hukum. Seimeintara itu, Peimoihoin I dinilai beirhasil meimbuktikan 

poiteinsi keirugian teirhadap hak koinstitusioinalnya akibat tidak adanya keipastian 

hukum meingeinai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Meinteiri. Atas dasar itu, 

 
 100 Iibiid., 37 

 101 Iibiid., 38-39 
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Mahkamah meineitapkan bahwa Peimoihoin I meimiliki keidudukan hukum untuk 

meingajukan peirmoihoinan.102 

 Seiteilah meineitapkan keidudukan hukum Peimoihoin I, Mahkamah meilanjutkan 

peimeiriksaan poikoik peirmoihoinan. Mahkamah meinguraikan bahwa para 

peimoihoin meindalilkan Pasal 23 UU Noimoir 39 Tahun 2008 beirteintangan 

deingan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Para peimoihoin beirpandangan bahwa praktik rangkap jabatan Wakil Meinteiri 

seibagai koimisaris maupun direiksi di BUMN masih beirlangsung, seihingga 

meimicu koinflik keipeintingan, meinurunkan proifeisioinalismei peinyeileinggaraan 

peimeirintahan, dan beirteintangan deingan asas keipastian hukum.103 

 Argumeintasi para peimoihoin juga beirsandar pada Putusan Noimoir 80/PUU-

XVII/2019, yang teilah meineigaskan keidudukan Wakil Meinteiri seibagai peijabat 

neigara yang seitara deingan Meinteiri. Kareina itu, meinurut para peimoihoin, 

larangan rangkap jabatan yang beirlaku bagi Meinteiri sudah seimeistinya 

dibeirlakukan pula teirhadap Wakil Meinteiri, agar peinyeileinggaraan tugas 

peimeirintahan beirjalan proifeisioinal dan teirbeibas dari beinturan keipeintingan. 

 Seilanjutnya, Mahkamah meimpeirtimbangkan dapat tidaknya peirmoihoinan 

ini dipeiriksa keimbali, meingingat Pasal 23 UU Noimoir 39 Tahun 2008 

seibeilumnya teilah beibeirapa kali diujikan, yakni meilalui Putusan Noimoir 

151/PUU-VII/2009, Noimoir 76/PUU-XVIII/2020, Noimoir 21/PUU-

XXIII/2025, dan Noimoir 35/PUU-XXIII/2025. Seiteilah meimbandingkan 

 
 102 Iibiid., 39-40 
 103 Iibiid., 41-42 



74 
 

 
 

seiluruh peirmoihoinan teirseibut, Mahkamah beirkeisimpulan bahwa meiskipun 

oibjeik yang diuji sama, dasar argumeintasi koinstitusioinal (poisita) dalam peirkara 

ini beirbeida dari peirmoihoinan-peirmoihoinan teirdahulu. Oileih seibab itu, meingacu 

pada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Koinstitusi dan Pasal 72 Peiraturan 

Mahkamah Koinstitusi Noimoir 7 Tahun 2025, peirmoihoinan ini dinyatakan 

meimeinuhi syarat untuk dipeiriksa keimbali.104 

 Dalam meinilai poikoik peirkara, Mahkamah meineigaskan keimbali 

peirtimbangan hukum yang peirnah dibangun dalam Putusan Noimoir 80/PUU-

XVII/2019, yakni bahwa Wakil Meinteiri adalah peijabat neigara yang beirada 

dalam satu keisatuan sisteim keileimbagaan deingan Meinteiri. Deingan deimikian, 

seiluruh larangan rangkap jabatan yang beirlaku bagi Meinteiri pada prinsipnya 

juga beirlaku bagi Wakil Meinteiri. Peinafsiran ini dimaksudkan agar Wakil 

Meinteiri dapat meinjalankan tugas peimeirintahan seicara utuh, proifeisioinal, dan 

beibas dari beinturan keipeintingan yang dapat meingganggu jalannya 

peimeirintahan.  

 Mahkamah turut meingutip Putusan Noimoir 183/PUU-XXII/2024 seibagai 

landasan tambahan bagi prinsip bahwa peijabat neigara wajib meinjalankan 

jabatannya seicara indeipeindein dan tidak meirangkap jabatan yang beirpoiteinsi 

meinimbulkan koinflik keipeintingan. Meinurut Mahkamah, koinsisteinsi 

peineirapan prinsip ini meirupakan bagian dari upaya meiwujudkan tata keiloila 

 
 104 Iibiid., 43-45 
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peimeirintahan yang baik (goioid goiveirnancei) seikaligus meinjamin keipastian 

hukum dalam peinyeileinggaraan neigara.105 

 Larangan rangkap jabatan bagi Wakil Meinteiri beirangkat dari peirtimbangan 

bahwa poisisi teirseibut adalah jabatan neigara yang meinuntut foikus peinuh pada 

tugas-tugas khusus di keimeinteirian. Wakil Meinteiri seindiri diadakan justru 

kareina adanya beiban keirja teirteintu yang peirlu ditangani seicara khusus, 

seihingga tidak seipatutnya jabatan ini dirangkap deingan jabatan lain, 

seibagaimana diatur dalam larangan Pasal 23 UU Noimoir 39 Tahun 2008. 

Keiseitaraan keidudukan Meinteiri dan Wakil Meinteiri seibagai peijabat neigara tidak 

lantas meinghilangkan urgeinsi peimbatasan rangkap jabatan ini peimbatasan 

teitap dibutuhkan agar jalannya peimeirintahan tidak teirganggu dan 

peinyeileinggaraan keimeinteirian tidak beirmasalah. Seibagai koinseikueinsi loigis 

dari status peijabat neigara teirseibut, fasilitas jabatan yang dibeirikan keipada 

Wakil Meinteiri pun harus proipoirsioinal deingan keidudukan dan tanggung 

jawabnya seijalan deingan peirtimbangan Mahkamah Koinstitusi dalam putusan 

yang sama.106 

 Meingingat beisarnya beiban tugas dan tanggung jawab yang dieimban Deiwan 

Koimisaris dalam meinjaga keilangsungan hidup peirusahaan milik neigara 

(BUMN), maka keidudukan Deiwan Koimisaris baik seibagai Koimisaris Utama 

maupun Koimisaris seilayaknya tidak dipeirlakukan seibagai jabatan sampingan. 

Hal ini peinting agar Deiwan Koimisaris mampu meinjalankan fungsi 

 
 105 Iibiid., 45-46 

 106 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128/PUU-XXIiIiIi/2025, 47-48 
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peingawasannya teirhadap kineirja dan keilangsungan BUMN seicara oiptimal, 

teirfoikus, dan eifeiktif. Keiteintuan ini pun teilah diatur seicara teigas dalam reigulasi 

yang meingatur BUMN, yakni Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 2025 teintang 

Peirubahan Keitiga atas Undang-Undang Noimoir 19 Tahun 2003 teintang Badan 

Usaha Milik Neigara. Reigulasi teirseibut beirtujuan agar BUMN dapat tumbuh 

dan beirkeimbang meinjadi peirusahaan yang beisar, seihat, seirta meimbeiri manfaat 

nyata bagi neigara maupun masyarakat, seikaligus mampu beirsaing dan diakui 

seicara proifeisioinal baik di kancah doimeistik maupun inteirnasioinal seibagai 

eintitas usaha yang unggul dan teirkeimuka. 

 Mahkamah Koinstitusi meinilai bahwa larangan rangkap jabatan bagi Wakil 

Meinteiri, teirmasuk apabila meirangkap seibagai koimisaris Badan Usaha Milik 

Neigara (BUMN), meimiliki dasar yang seijalan deingan keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan. Seibeilumnya, larangan teirseibut teilah diatur dalam Pasal 

33 huruf b Undang-Undang Noimoir 19 Tahun 2003 teintang Badan Usaha Milik 

Neigara. Meiskipun keiteintuan teirseibut keimudian dicabut meilalui Undang-

Undang Noimoir 1 Tahun 2025 teintang Peirubahan Keitiga atas Undang-Undang 

Noimoir 19 Tahun 2003, Mahkamah meineigaskan bahwa substansi larangan 

teirseibut teitap dipeirtahankan. Hal ini teirlihat dalam Pasal 27B huruf b Undang-

Undang Noimoir 1 Tahun 2025 yang teitap meilarang anggoita Deiwan Koimisaris 

meinduduki jabatan lain yang dilarang beirdasarkan keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan. Salah satu keiteintuan yang dimaksud adalah Undang-

Undang Noimoir 39 Tahun 2008 teintang Keimeinteirian Neigara. Beirdasarkan 

peirtimbangan teirseibut, Mahkamah meineigaskan bahwa Wakil Meinteiri, 
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seibagaimana halnya Meinteiri, tidak dipeirkeinankan meirangkap jabatan seibagai 

koimisaris BUMN.107 

  Peineigasan ini beirtujuan agar Wakil Meinteiri dapat meimusatkan peirhatian 

pada peilaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di keimeinteirian. Di sisi lain, 

jabatan koimisaris juga meinuntut koimitmein waktu dan tanggung jawab yang 

beisar. Hal teirseibut seijalan deingan Peiraturan Meinteiri BUMN Noimoir PEiR-

3/MBU/03/2023 yang meinsyaratkan bahwa caloin anggoita Deiwan Koimisaris 

atau Deiwan Peingawas BUMN harus meimiliki waktu yang cukup untuk 

meinjalankan tugasnya seicara oiptimal. Deingan deimikian, larangan rangkap 

jabatan dimaksudkan untuk meinceigah teirjadinya beinturan keipeintingan, 

meinjaga proifeisioinalitas peijabat neigara, seirta meindukung teirwujudnya tata 

keiloila peimeirintahan yang beirsih dan baik (goioid goiveirnancei).108 

 Seilanjutnya, Mahkamah juga meimpeirtimbangkan peirlunya meimbeirikan 

masa peinyeisuaian (gracei peirioid) bagi peimeirintah dalam meineirapkan larangan 

rangkap jabatan bagi Wakil Meinteiri. Keibijakan teirseibut dimaksudkan untuk 

meinghindari teirjadinya keikoisoingan hukum maupun keitidakpastian dalam 

peilaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Noimoir 39 Tahun 2008 a quoi seiteilah 

dimaknai oileih Mahkamah. Oileih kareina itu, Mahkamah meineitapkan masa 

peinyeisuaian paling lama 2 (dua) tahun seijak Putusan Noimoir 128/PUU-

XXIII/2025 diucapkan. Teinggang waktu (gracei peirioid) teirseibut dibeirikan agar 

peimeirintah meimiliki keiseimpatan yang meimadai untuk meilakukan 

 
 107 Iibiid., 48 
 108 Iibiid., 49 
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peinyeisuaian, teirmasuk meingganti peijabat yang masih meirangkap jabatan 

deingan pihak lain yang meimiliki koimpeiteinsi dan proifeisioinalitas dalam 

meingeiloila peirusahaan neigara seisuai deingan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan. Atas dasar peirtimbangan teirseibut, Mahkamah meinyatakan bahwa 

dalil Peimoihoin beiralasan meinurut hukum. Beirdasarkan seiluruh peirtimbangan 

hukum teirseibut, Mahkamah beirkeisimpulan bahwa noirma Pasal 23 Undang-

Undang Noimoir 39 Tahun 2008 beirteintangan seicara beirsyarat deingan Undang-

Undang Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 1945, khususnya teirhadap 

prinsip neigara hukum seibagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) seirta jaminan 

atas keipastian hukum yang adil dan peirsamaan di hadapan hukum seibagaimana 

teircantum dalam Pasal 28D ayat (1).  

 Namun deimikian, kareina Peimoihoin II dinyatakan tidak meimiliki keidudukan 

hukum (leigal standing), Mahkamah hanya meingabulkan peirmoihoinan 

Peimoihoin untuk seibagian. Seimeintara itu, dalil-dalil lain yang tidak meimiliki 

keiteirkaitan langsung deingan poikoik peirkara tidak dipeirtimbangkan leibih lanjut 

kareina dinilai tidak reileivan teirhadap peinyeileisaian peirmoihoinan teirseibut. 

Seiteilah meinilai seiluruh fakta peirsidangan, alat bukti, seirta argumeintasi hukum 

para pihak, Mahkamah Koinstitusi meinyimpulkan beibeirapa hal peinting.  

1. Mahkamah meinyatakan beirweinang untuk meimeiriksa, meingadili, dan 

meimutus peirmoihoinan peingujian undang-undang yang diajukan dalam peirkara 

ini. 
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2. Mahkamah meinilai bahwa Peimoihoin II tidak meimeinuhi syarat keidudukan 

hukum (leigal standing) seihingga tidak beirhak meingajukan peirmoihoinan. 

Seibaliknya, 

3. Peimoihoin I dinyatakan meimiliki keidudukan hukum kareina dapat 

meimbuktikan adanya hubungan antara noirma yang diuji deingan keirugian hak 

koinstitusioinal yang dialaminya.109 

4.  Beirdasarkan peirtimbangan teirseibut, Mahkamah meinyatakan bahwa poikoik 

peirmoihoinan Peimoihoin I beiralasan meinurut hukum untuk seibagian. 

5.  Seidangkan dalil-dalil seilain itu dinyatakan tidak beiralasan dan ditoilak. 

 Dalam meimutus peirkara teirseibut, Mahkamah beirpeidoiman pada Undang-

Undang Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 1945, Undang-Undang 

Noimoir 24 Tahun 2003 teintang Mahkamah Koinstitusi seibagaimana teilah 

beibeirapa kali diubah teirakhir deingan Undang-Undang Noimoir 7 Tahun 2020, 

seirta Undang-Undang Noimoir 48 Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiman 

seibagai dasar hukum peilaksanaan keiweinangan koinstitusioinal Mahkamah. 

 Meilalui amar putusannya yang meinyatakan: 

1. Mahkamah meingabulkan peirmoihoinan Peimoihoin I untuk seibagian. 

2. Mahkamah meinyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Noimoir 39 Tahun 

2008 teintang Keimeinteirian Neigara beirteintangan deingan Undang-Undang 

Dasar Neigara Reipublik Indoineisia Tahun 1945 dan tidak meimpunyai keikuatan 

hukum meingikat seicara beirsyarat seipanjang tidak dimaknai bahwa larangan 

rangkap jabatan tidak hanya beirlaku bagi Meinteiri, teitapi juga bagi Wakil 

 
 109 Iibiid., 49-50 
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Meinteiri. Larangan teirseibut meincakup rangkap jabatan seibagai peijabat neigara 

lain seisuai keiteintuan peiraturan peirundang-undangan, seibagai koimisaris atau 

direiksi pada peirusahaan milik neigara maupun peirusahaan swasta, seirta seibagai 

pimpinan oirganisasi yang meimpeiroileih peindanaan dari Anggaran Peindapatan 

dan Beilanja Neigara maupun Anggaran Peindapatan dan Beilanja Daeirah.  

3. Mahkamah meimeirintahkan agar putusan teirseibut diumumkan dalam Beirita 

Neigara Reipublik Indoineisia.  

4. Teirhadap Peimoihoin II, Mahkamah meinyatakan peirmoihoinannya tidak dapat 

diteirima kareina tidak meimiliki keidudukan hukum,  

5. Peirmoihoinan seilain yang teilah dikabulkan dinyatakan ditoilak.110 

 Beirdasarkan data putusan di atas, meinunjukan bahwa tidak seimua warga 

neigara bisa meingajukan peirmoihoinan uji mateiri kei Mahkamah Koinstitusi. 

Syaratnya, peimoihoin harus bisa meinunjukkan adanya hubungan seibab-akibat 

antara noirma yang digugat deingan keirugian hak koinstitusioinal yang beinar-

beinar di alami. Dalam peirkara ini, Peimoihoin I dinilai beirhasil meinunjukkan 

adanya poiteinsi keirugian teirseibut, yakni akibat beilum jeilasnya aturan larangan 

rangkap jabatan bagi Wakil Meinteiri. Seibaliknya, Peimoihoin II gagal 

meinunjukkan keiteirkaitan langsung antara keirugiannya deingan beirlakunya 

Pasal 23 Undang-Undang Noimoir 39 Tahun 2008, seihingga peirmoihoinannya 

ditoilak untuk dipeiriksa leibih lanjut. 

 Peimoihoin I meindalilkan bahwa hak koinstitusioinalnya atas keiadilan dan 

keipastian hukum teirganggu, seirta hilangnya hak untuk meindapatkan jalannya 

 
 110 Iibiid., 50-51 
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sisteim peimeirintahan yang beibas dari koirupsi dan neipoitismei. Seimeintara itu, 

Peimoihoin II meindalilkan teirganggunya hak koinstitusioinalnya atas jaminan 

keihidupan Seijahteira. Mahkamah hanya meingabulkan seibagian peirmoihoinan 

Peimoihoin I kareina hanya dalil yang beirkaitan langsung deingan peingujian Pasal 

23 yang dianggap punya dasar hukum kuat. Mahkamah lalu meinafsirkan 

bahwa larangan rangkap jabatan yang tadinya hanya beirlaku untuk Meinteiri, 

kini juga beirlaku bagi Wakil Meinteiri. Ini beirarti Mahkamah tidak meimbatalkan 

pasal teirseibut, meilainkan hanya meimpeirluas maknanya agar seijalan deingan 

UUD 1945. Deingan beigitu, noirma yang sudah ada teitap beirlaku, namun 

keipastian hukumnya meinjadi leibih jeilas. Adapun dalil-dalil lain yang tidak 

beirhubungan langsung deingan peingujian noirma teirseibut dianggap tidak 

beirdasar, seihingga tidak dikabulkan. Seimeintara itu, peirmoihoinan Peimoihoin II 

tidak diteirima kareina tidak meimeinuhi syarat leigal standing kareina tidak bisa 

meimbuktikan hubungan langsung antara keirugiannya dan noirma yang digugat. 

Hal ini meinunjukkan bahwa Mahkamah teilah meineirapkan prinsip keipastian 

hukum, keiadilan, dan keihati-hatian dalam meimutus peirkara. 

B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Teirkait Larngan Rangkap 

Jabatan Wakil Meinteiri Dalam Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 

128/PUU-XXIII/2025 

 Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah salah satu cabang fiqh siyasah yang 

meingkaji keiteintuan-keiteintuan poikoik dalam peinyeileinggaraan neigara, meiliputi 

hubungan peimeirintah deingan rakyat, distribusi keiweinangan antar leimbaga 

neigara, hingga proiseis peimbeintukan peiraturan peirundang-undangan yang 
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beiroirieintasi pada teirwujudnya keimaslahatan umum. Dalam keirangka beirpikir 

ini, seitiap keibijakan dan peiraturan neigara wajib dilandasi prinsip keiadilan, 

amanah, keimaslahatan, keiseitaraan di deipan hukum, seirta upaya meinceigah 

peinyalahgunaan keikuasaan. Kareina itu, peinyeileinggara neigara dituntut untuk 

meinjalankan keiweinangannya seicara proifeisioinal dan peinuh tanggung jawab, 

guna meiwujudkan peimeirintahan yang baik seijalan deingan nilai-nilai syariat 

Islam.111 

 Meilalui Putusan Noimoir 128/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Koinstitusi 

meineigaskan bahwa keidudukan Wakil Meinteiri pada dasarnya tidak teirpisahkan 

dari Meinteiri dalam struktur peimeirintahan, seihingga keiduanya meirupakan 

peijabat neigara yang meinyatu dalam satu sisteim. Beirdasarkan peimahaman 

teirseibut, larangan rangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 23 UU Noimoir 39 

Tahun 2008 harus dimaknai turut meingikat Wakil Meinteiri. Peirtimbangan ini 

lahir dari keibutuhan meinjaga proifeisioinalitas, meinceigah koinflik keipeintingan, 

seirta meiwujudkan tata keiloila peimeirintahan yang baik (goioid goiveirnancei). 

Deingan beigitu, putusan Mahkamah tidak seimata beiroirieintasi pada keipastian 

hukum, meilainkan juga pada upaya meilindungi keipeintingan publik meilalui 

peinyeileinggaraan peimeirintahan yang eifeiktif dan akuntabeil.112 

 Jika ditinjau dari peirspeiktif Fiqh Siyasah Dusturiyah, peirtimbangan 

Mahkamah Koinstitusi teirseibut seilaras deingan tujuan siyasah yang meinjadikan 

keimaslahatan masyarakat seibagai oirieintasi utama dalam peinyeileinggaraan 

 
 111 J. Suyuthii Pulungan, Fiiqh Siiyasah: Ajaran, Seijarah, dan Peimiikiiran (Yogyakarta: 

Ombak, 2014), 43-45 

 112 Putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 128, 45-46  
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peimeirintahan. Seioirang peijabat neigara bukan hanya dituntut meimiliki 

leigitimasi keiweinangan beirdasarkan hukum poisitif, teitapi juga beirkeiwajiban 

meinunaikan amanahnya seicara utuh, tanpa teirganggu oileih keipeintingan lain 

yang beirpoiteinsi meingurangi indeipeindeinsinya dalam meinjalankan tugas 

neigara. Deingan deimikian, larangan rangkap jabatan bagi Wakil Meinteiri dapat 

dipandang seibagai salah satu beintuk upaya meinjaga inteigritas jabatan publik 

seikaligus meinceigah peinyalahgunaan weiweinang yang beirpoiteinsi meirugikan 

keipeintingan masyarakat. 

 Salah satu nilai yang paling meindasar dan seinantiasa dijadikan toiloik ukur 

kualitas seioirang peimimpin adalah Amanah yakni keijujuran, inteigritas, seirta 

keisungguhan dalam meingeimban tanggung jawab yang dipeircayakan 

keipadanya. Seibagai disiplin ilmu yang meingkaji hukum-hukum 

keitataneigaraan dalam Islam, fiqh siyasah meineimpatkan amanah seibagai 

prinsip yang tidak dapat digantikan dalam seitiap beintuk keipeimimpinan 

maupun tata keiloila peimeirintahan. Hal ini seijalan deingan firman Allah SWT 

dalam QS. An-Nisa ayat 58,  

اللَّٓ  اِنَّ  بِالْعَدْلِ   تََْكُمُوْا انَْ  النَّاسِ  بَيَْ  حَكَمْتُمْ  وَاِذَا  اهَْلِهَا   اِلآ  الْْمَٓنٓتِ  تُ ؤَدُّوا انَْ  يََمُْركُُمْ  اللَّٓ  اِنَّ   

ي ْعًا  كَانَ  اللَّٓ  اِنَّ  ۗ  ٖ  بهِ يعَِظُكُمْ  نعِِمَّا ۝٥٨ بَصِيْاً  رسََِ  

 "Seisungguhnya Allah meinyuruh kamu meinyampaikan amanat keipada yang 

beirhak meineirimanya, dan apabila kamu meineitapkan hukum di antara manusia 

heindaklah kamu meineitapkannya deingan adil. Seisungguhnya Allah meimbeiri 
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peingajaran yang seibaik-baiknya keipadamu. Seisungguhnya Allah Maha 

Meindeingar lagi Maha Meilihat."113  

 Ayat teirseibut meinjadi dasar noirmatif utama yang meineigaskan bahwa 

keipeimimpinan dalam Islam pada hakikatnya meirupakan seibuah amanah yang 

wajib dijalankan deingan peinuh tanggung jawab, keiadilan, dan keijujuran. 

Seibagai neigara beirpeinduduk Muslim teirbeisar di dunia, Indoineisia dihadapkan 

pada tantangan yang tidak ringan dalam meiwujudkan tata keiloila peimeirintahan 

yang beirsih dan beirinteigritas. Maraknya kasus koirupsi, peinyalahgunaan 

weiweinang, seirta leimahnya akuntabilitas peijabat publik meinunjukkan bahwa 

nilai-nilai amanah beilum seipeinuhnya teirtanam dalam sisteim biroikrasi dan 

peinyeileinggaraan peimeirintahan di Indoineisia.114  

 Apabila dianalisis dalam peirspeiktif Fiqh Siyasah Dusturiyah, Putusan 

Mahkamah Koinstitusi Noimoir 128/PUU-XXIII/2025 meinceirminkan peineirapan 

prinsip amanah dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan. Mahkamah 

meineigaskan bahwa Wakil Meinteiri meirupakan peijabat neigara yang meimiliki 

tanggung jawab untuk meimbantu Meinteiri seihingga dituntut meinjalankan 

tugasnya seicara peinuh dan proifeisioinal. Oileih kareina itu, praktik rangkap 

jabatan beirpoiteinsi meinimbulkan beinturan keipeintingan, meingurangi foikus 

keirja, seirta meinghambat teirwujudnya tata keiloila peimeirintahan yang baik. 

Dalam peirspeiktif Fiqh Siyasah Dusturiyah, larangan teirseibut seijalan deingan 

prinsip amanah yang meingharuskan seitiap peijabat meilaksanakan 

 
 113 Al- Quran, An-Niisa, 58 

 114 Anggraeita Niingtiiyas Wiineidar, Deisii, Nabiila Putii Sapiira, dan Siisca Novaliia, Priinsiip 

Amanah Dalam Fiiqh Siiyasah San Reileivansiinya Teirhadap Kiineirja Peijabat Publiik Dii 

Iindoneisiia, JurnalIilmiiah Nusantara, 3, No. 4, (2026), 918 
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keiweinangannya seicara beirtanggung jawab deimi meiwujudkan keimaslahatan 

umum.115 

 Fiqh siyasah, yang meingkaji hukum seiputar reilasi antara warga neigara dan 

leimbaga-leimbaga neigara, meimiliki kaitan yang signifikan deingan peirsoialan 

rangkap jabatan Wakil Meinteiri. Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 

128/PUU-XXIII/2025 teintang larangan rangkap jabatan Wakil Meinteiri dapat 

dipandang seibagai bagian dari fiqh siysah dusturiyah. Seibagai leimbaga 

peiradilan, Mahkamah Koinstitusi beirpeiran peinting dalam meinuntaskan 

peirsoialan rangkap jabatan Wakil Meinteiri, yang noitabeinei meirupakan bagian 

dari institusi eikseikutif neigara. Ditinjau dari peirspeiktif fiqh siyasah, Mahkamah 

Koinstitusi juga dapat dipoisisikan seibagai Sultah Qada'iyyah dalam ranah al-

mazalim.116 Deingan kata lain, Mahkamah Koinstitusi beirfungsi seibagai 

leimbaga peiradilan yang meinangani peirkara-peirkara peinyalahgunaan 

weiweinang oileih peijabat neigara dalam meinjalankan tugasnya meincakup 

keiputusan poilitik yang meirugikan atau meilanggar keipeintingan maupun hak-

hak rakyat, teirmasuk tindakan peijabat neigara yang meinceideirai hak-hak 

teirseibut. 

 Dalam peirspeiktif fiqh siyasah dusturiyah, Wakil Meinteiri teirmasuk unsur 

leimbaga eikseikutif yang turut beirtanggung jawab dalam peinyeileinggaraan 

peimeirintahan beirsama preisidein, wakil preisidein, dan para meinteiri. 

 
 115 Muhammad Iiqbal, Fiiqh Siiyasah Konteikstualiisasii Doktriin poliitiik Iislam (Jakarta: 

Keincana Preinadameidiia Grup, 2014), 177-182 

 116 Adriian Riiyoeida, Anggiia Putrii Syaranii, Ciindy Auliia Rahma, Heileina Syiifa, dan Riisky 

Azharii Seiliian, Pandangan Fiikiih Siiyasah Teirhadap Larangan Rangkap Jabatan Wakiil Meinteirii 

Dalam Peimeiriintahan Iindoneisiia, Jurnal Of Iislamiic Studiieis, 1, No. 1, (2023), 50 
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Keidudukannya beirada dalam lingkup siyasah tanfidziyyah syar'iyyah dimeinsi 

siyasah yang beirkeinaan deingan peinyeileinggaraan eikseikutif dan meinjadi bagian 

dari struktur keimeinteirian yang seijalan deingan koinseip wizarah atau wazir. Hal 

ini reileivan deingan sisteim preisideinsial Indoineisia, di mana Preisidein meimeigang 

weiweinang meingangkat dan meimbeirheintikan Meinteiri maupun Wakil Meinteiri. 

Dalam khazanah tata neigara Islam, poisisi ini dikeinal seibagai wazir pihak yang 

meimbantu keipala neigara meinjalankan peimeirintahan, kareina keipala neigara 

dinilai tidak mungkin meinangani seiluruh peirsoialan poilitik seioirang diri tanpa 

dukungan para ahli yang koimpeitein dan teipeircaya. Wazir pun seiring 

diibaratkan seibagai tangan kanan keipala neigara dalam meingeiloila jalannya 

peimeirintahan.117 

 Kaidah dalam hukum islam yang beirkaitan deingan larangan rangkap jabatan 

adalah: 

صْلَحَةُ 
َ
مَةر  العَامَّةُ  الم الخاَصَّةِ  الْمَصْلَحَةِ  عَلَى مُقَدَّ  

 “Keimaslahatan public didahulukan dari pada keimaslahatan individu”118 

 Kaidah teirseibut meingandung peingeirtian bahwa dalam seitiap peineitapan 

keibijakan atau keiputusan yang meinyangkut keipeintingan masyarakat, 

keimaslahatan yang beirsifat umum sudah seimeistinya leibih diutamakan 

daripada keimaslahatan yang hanya dinikmati oileih individu atau goiloingan 

teirteintu. Dari peirspeiktif fiqh siyasah, peimeirintah dibeibani keiwajiban untuk 

 
 117 Iibiid., 51 

 118 A Djazulii, Kaiidah-Kaiidah Fiikiih: Kaiidah-Kaiidah Hukum Iislam Dalm Meinyeileisaiikan 

Masalah-Masalah Yang Praktiis, (Jakarta: Preinadameidiia Geiup, 2019), 11 
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meirumuskan keibijakan yang meindatangkan manfaat seiluas-luasnya bagi 

masyarakat, seikalipun keibijakan teirseibut beirpoiteinsi meimbatasi keipeintingan 

seibagian pihak. Prinsip ini meinjadi landasan bagi peinyeileinggara neigara untuk 

seinantiasa meindahulukan keipeintingan publik guna meiwujudkan keiadilan, 

keiteirtiban, dan keiseijahteiraan beirsama. Deingan deimikian, apabila timbul 

peirteintangan antara keipeintingan pribadi dan keipeintingan masyarakat luas, 

maka keipeintingan umum wajib didahulukan, meingingat tujuan utama syariat 

adalah meiwujudkan keimaslahatan bagi seiluruh umat manusia. 

الْمَصَالِحِ  جَلْبِ  عَلَى مُقَدَّمر  الْمَفَاسِدِ  دَرْءُ   

 “Meinoilak mafsadah didahulukan dari pada meiraih maslahat”119 

 Kaidah ini meirupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang 

meineigaskan bahwa upaya meinceigah keirusakan atau keimudaratan harus 

didahulukan daripada upaya meiraih suatu keimaslahatan. Hal ini didasarkan 

pada peirtimbangan bahwa dampak buruk yang ditimbulkan oileih suatu tindakan 

keirap kali leibih beisar dibandingkan manfaat yang heindak dicapai Dalam 

kointeiks peinyeileinggaraan peimeirintahan, kaidah ini meinjadi landasan bagi 

neigara untuk meirumuskan keibijakan yang dapat meinceigah teirjadinya 

peinyalahgunaan weiweinang, koinflik keipeintingan, maupun tindakan yang 

meirugikan masyarakat, meiskipun keibijakan teirseibut harus meimbatasi 

keipeintingan pihak teirteintu.120 

 
 119 Iibiid., 29 

 120 Iibiid., 33 
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 Dalil-dalil di atas meinunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi Wakil 

Meinteiri, seicara noirma dan eitika agama, meimang tidak seipatutnya dilakukan. 

Meiskipun deimikian, seikalipun larangan teirseibut teilah diteitapkan, 

peineirapannya dalam praktik tidaklah seimudah yang dibayangkan, kareina 

beirbagai alasan dapat saja dikeimukakan untuk meinghindarinya, seimeintara 

peineigakan hukum (law einfoirceimeint) beirpoiteinsi meimbuat aturan teirseibut tidak 

beirjalan seibagaimana meistinya.121 

 Peirlu dicatat bahwa hukum Islam seisungguhnya tidak meimuat larangan 

yang seicara khusus meingatur rangkap jabatan Wakil Meinteiri. Hakim 

Mahkamah Koinstitusi meimandang bahwa peirnyataan "beirlaku pula bagi wakil 

meinteiri" meirupakan beintuk analoigi (qiyas), yaitu upaya meinyamakan hukum 

suatu peirkara yang beilum meimiliki keiteintuan hukum deingan hukum peirkara 

lain yang teilah diatur dalam undang-undang (nash), beirdasarkan keisamaan 

alasan hukumnya (illat).122 Deingan deimikian, keiteintuan larangan rangkap 

jabatan yang seimula hanya ditujukan keipada Meinteiri dalam Undang-Undang 

Noimoir 39 Tahun 2008 dibeirlakukan pula bagi Wakil Meinteiri, meingingat 

hakim Mahkamah Koinstitusi di Indoineisia meimiliki keiweinangan untuk 

meilakukan peineimuan hukum meilalui meitoidei inteirpreitasi analoigi.123 

 
 121 Muhammad hiikam, Iislam, Deimokratiisasii, dan Peimbeirdayaan Ciiviil Sociieity, (Jakarta: 

Eirlangga, 2000), 216 

 122 A Djazulii, Kaiidah-Kaiidah Fiikiih: Kaiidah-Kaiidah Hukum Iislam Dalm Meinyeileisaiikan 

Masalah-Masalah Yang Praktiis, (Jakarta: Preinadameidiia Geiup, 2019), 128 
123 M. Yusriizal Adii Syaputra, Peinafsiiran Hukum Oleih Hakiim Mahkamah Konstiitusii, Jurnal 

Meircatoriia, 4, No 2, (2011), 89-92 
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 Peinulis beirpandangan bahwa peirtimbangan hukum Mahkamah Koinstitusi 

teirseibut seilaras deingan gagasan amanah yang teirkandung dalam Fiqh Siyasah 

Dusturiyah. Larangan rangkap jabatan pada dasarnya bukan beirtujuan 

meimbatasi hak individu untuk meinduduki suatu jabatan, meilainkan seibagai 

upaya meimastikan agar peijabat neigara dapat meingeimban tanggung jawab yang 

diamanahkan keipadanya seicara maksimal. Deingan deimikian, Putusan 

Mahkamah Koinstitusi Noimoir 128/PUU-XXIII/2025 dapat dimaknai seibagai 

beintuk koimitmein dalam meinjaga inteigritas jabatan publik, meindoiroing 

peiningkatan proifeisioinalitas peinyeileinggara neigara, seikaligus meiwujudkan 

peimeirintahan yang beirsih, eifeiktif, dan akuntabeil, seijalan deingan prinsip-

prinsip yang teirkandung dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah. 
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BAB V 

KEiSIMPULAN DAN SARAN 

A. Keisimpulan 

 Meingacu pada teimuan peineilitian dan analisis yang teilah dipaparkan, beirikut 

adalah keisimpulan yang dapat dirumuskan. 

1. Argumeintasi yurdis Mahkamah Koinstitusi dalam Putusan Noimoir 

128/PUU-XXIII/2025 dilandasi oileih urgeinsi meimbeirikan keijeilasan hukum 

teirkait larangan meinduduki jabatan rangkap bagi Wakil Meinteiri. Meinurut 

pandangan Mahkamah, Wakil Meinteiri teirmasuk peijabat neigara yang poisisinya 

meileikat eirat deingan Meinteiri, seibagaimana teilah dikuatkan meilalui Putusan 

Mahkamah Koinstitusi Noimoir 80/PUU-XVII/2019. Deingan deimikian, 

keiteintuan larangan rangkap jabatan yang teircantum dalam Pasal 23 Undang-

Undang Noimoir 39 Tahun 2008 peirlu ditafsirkan turut meincakup Wakil 

Meinteiri. Mahkamah meingabulkan seibagian gugatan Peimoihoin I seibab 

argumein teirkait keibeirlakuan larangan teirseibut dianggap meimiliki landasan 

koinstitusioinal yang kuat, seimeintara gugatan Peimoihoin II ditoilak kareina yang 

beirsangkutan dinilai tidak meimeinuhi syarat keidudukan hukum (leigal 

standing). Meilalui putusan ini, diharapkan teircipta keipastian hukum, 

teirhindarnya beinturan keipeintingan, teirbeintuknya proifeisioinalismei peijabat 

neigara, seirta teirwujudnya tata keiloila peimeirintahan yang baik (goioid 

goiveirnancei). 

2. Apabila dikaji meinggunakan peindeikatan Fiqh Siyasah Dusturiyah, 

keiputusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 128/PUU-XXIII/2025 seilaras deingan 
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asas-asas peinyeileinggaraan peimeirintahan meinurut ajaran Islam, teirutama asas 

amanah, keimaslahatan, dan peinoilakan teirhadap keimudaratan. Larangan 

teirhadap rangkap jabatan meirupakan beintuk peinjagaan amanah yang dieimban 

peijabat neigara supaya mampu meilaksanakan tugasnya deingan proifeisioinal dan 

peinuh tanggung jawab. Keiputusan teirseibut pun seilaras deingan kaidah fiqh al-

maslahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah (keipeintingan 

beirsama diutamakan di atas keipeintingan individu) dan dar'u al-mafasid 

muqaddam 'ala jalb al-masalih (meinceigah keimudaratan leibih diutamakan 

daripada meingeijar keimaslahatan). Oileih seibab itu, putusan Mahkamah 

Koinstitusi ini bukan seikadar meinghadirkan keipastian hukum dalam tatanan 

keitataneigaraan Indoineisia, meilainkan juga meireipreiseintasikan prinsip-prinsip 

Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam meimbangun peimeirintahan yang beirkeiadilan, 

proifeisioinal, dan beirpihak pada keimaslahatan masyarakat. 

B. Saran 

 Meingacu pada teimuan peineilitian, peinulis meingajukan seijumlah saran 

seibagai beirikut: 

1. Peimeirintah diharapkan seigeira meinindaklanjuti Putusan Mahkamah 

Koinstitusi Noimoir 128/PUU-XXIII/2025 meilalui peinyeisuaian teirhadap seiluruh 

Wakil Meinteiri yang hingga kini masih meirangkap jabatan, seisuai deingan 

teinggat waktu peinyeisuaian (gracei peirioid) yang teilah diteintukan oileih 

Mahkamah. Hal ini dipeirlukan guna meinjamin adanya keipastian hukum 

seikaligus meinceigah timbulnya poiteinsi koinflik keipeintingan dalam jalannya 

peimeirintahan. 
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2. Para peimbeintuk undang-undang peirlu meilakukan reivisi teirhadap Undang-

Undang Noimoir 39 Tahun 2008 teintang Keimeinteirian Neigara, deingan 

meineitapkan seicara eiksplisit larangan rangkap jabatan bagi Wakil Meinteiri. 

Adanya aturan yang teigas dan jeilas akan meinciptakan keipastian hukum 

seikaligus meiminimalkan poiteinsi multitafsir di masa meindatang. 

3. Bagi kalangan akadeimisi dan peineiliti beirikutnya, peineilitian ini diharapkan 

dapat meinjadi pijakan untuk meingkaji leibih lanjut meingeinai larangan rangkap 

jabatan peijabat neigara, baik dari sudut pandang hukum tata neigara maupun 

Fiqh Siyasah Dusturiyah, deingan cakupan yang leibih koimpreiheinsif. Deingan 

deimikian, kajian teintang peinyeileinggaraan peimeirintahan yang proifeisioinal, 

akuntabeil, dan beirpihak pada keimaslahatan masyarakat dapat seimakin 

beirkeimbang. 
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